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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, 

kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung. Hal ini 

dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian terhadap arah dan pedoman 

pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi 

Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi, khususnya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2021 

sampai dengan tahun 2023 yang mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota 

Bandung Tahun 2018-2023. 

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung Tahun 2018 - 

2023 dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 - 2023 sebagai bentuk 

pengoperasionalisasian pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bandung 

tahun 2018 – 2023. 

Rencana Strategis merupakan komitmen DPPKB yang digunakan sebagai tolok ukur 

dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan 

khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung sebagai 

pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai 

dengan kewenangan, tugas dan fungsi DPPKB dengan mempertimbangkan kekuatan 

dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi 

perencanaan Kota Bandung. 

Rencana Strategis memuat indikator kinerja DPPKB Kota Bandung yang 

mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 

sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang 

tertuang dalam Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Dengan terbitnya 

Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung ini, diharapkan menjadi 

acuan bagi para ASN DPPKB dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan 

inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kota Bandung. 

 
 Bandung, 7 Desember 2021 

 

 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Bandung 

 

 

 

 

Drs. H.ANDRI DARUSMAN, M.Si 

NIP. 196811151988031005 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandung (DPPKB) sebagaimana diamanatkan pada peraturan Wali 

Kota Bandung nomor 25 tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung, mempunyai tugas 

dan fungsi dalam Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Daerah Di Bidang Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa 

pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka 

menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan 

pembangunan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2021-2023, BKKBN sebagai lembaga negara yang 

secara vertical menaungi urusan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana diberi mandat untuk berkontribusi secara 

langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda 

Pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2019-2024, 

yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas 

dan Berdaya Saing”, serta mendukung “Revolusi Mental dan 

Pembangunan Kebudayaan”. Dalam PN Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing. Diantaranya DPPKB 

dibawah kewenangan BKKBN berperan dalam 3 Program Prioritas 

(PP) yang masing-masing memiliki Kegiatan Prioritas (KP) sebagai 

berikut: 

1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 

(1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan (2) 

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk. 

2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; 
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Kesejahteraan Sosial. 

3) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP; 

(1) Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, Keluarga Berencana (KB) 

dan Kesehatan Reproduksi, dan (2) Percepatan Perbaikan Gizi 

Masyarakat. 

 

Sedangkan pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan 

Kebudayaan, BKKBN memiliki peran pada PP Revolusi Mental dan 

Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya 

Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan 

Berkarakter, dengan KP pada Revolusi mental dalam sistem sosial 

untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga serta 

masyarakat dalam pembentukan karakter. 

Sebagai penjabaran agenda pembangunan (PN) beserta PP dan 

KP sebagaimana diatas, Rencana Strategis (Perubahan Renstra) BKKBN 

Tahun 2019- 2024 disusun secara umum digunakan sebagai acuan 

dalam penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga, 

Kependudukan dan Keluarga Berencana   (Bangga Kencana). 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan 

penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat 

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan 

keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas 

perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat 

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan 

berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. RPJMD sebagai 

kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah memiliki nilai 

strategis yang dijelaskan sebagai berikut:  

1. Media untuk mengimplementasikan janji kepala daerah terpilih 

yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh 

masyarakat;  

2.   Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;  

3.  Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

setiap tahun mulai 2019 sampai dengan 2023;  

4.  Pedoman bagi kota dalam penyusunan rencana pembangunan 

daerah yang selaras dengan provinsi dan nasional;  

5.   Pedoman pengambilan kebijakan percepatan penanganan dan 

pemulihan pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);  

6.  Instrumen untuk mengukur kinerja kepala daerah dan kinerja 

kepala perangkat daerah; dan  

7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan 
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Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

(Bappelitbang) 

 

Selanjutnya, yang mendasari Perubahan RPJMD Kota Bandung 

Tahun 2018-2023 adalah terjadinya kejadian luar biasa pandemi 

Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional 

sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana 

Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di 

Indonesia, Provinsi Jawa Barat maupun di Kota Bandung 

memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. 

Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai 

sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran 

pembangunan nasional dan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan 

kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam menghadapi 

pandemi Covid-19. Kebijakan ini terutama diperuntukkan bagi 

penanganan dan peningkatan sistem kesehatan dan penanggulangan 

dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (social 

safety net) serta berbagai kebijakan lainnya. 

Substansi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang 

mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang 

disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; 

kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah 

dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19; target 

indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program 

dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

dan pemuktahirannya yang disertai indikator kinerjanya; IKU 

pemerintah daerah dan target kinerjanya, serta indikator kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci 

(IKK) 

Untuk memastikan arah kebijakan dan strategi yang telah 

disusun di dalam Perubahan Renstra DPPKB Tahun 2018-2023 dapat 

diimplementasikan dengan baik, maka dokumen ini dilengkapi dengan 

indikator- indikator, baik Indikator Sasaran Strategis DPPKB, Indikator 

Program/ Indikator Kinerja Utama/Outcome (IKU), Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK), dan Indikator Keluaran/Output dengan target/sasaran 

yang memperhatikan hasil perhitungan/proyeksi capaian target pada 

Perubahan  RPJMD 2018-2023 serta mempertimbangkan hasil 

evaluasi pencapaian program/kegiatan pada RPJMD periode 

sebelumnya. Selain itu, rumusan Program dan Kegiatan yang 
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dirancang dalam Perubahan Renstra DPPKB T a h u n  2018-2023 

ini juga memperhatikan berbagai dinamika lingkungan dan isu 

strategis yang berkembang, serta memperhatikan kaidah perencanaan 

berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran, sehingga 

pengelolaan Program Bangga Kencana dapat tepat sasaran dan 

memberi manfaat lebih  kepada masyarakat Kota Bandung. 

 

1.2 Landasan Hukum  

1. Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 

2. Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2010 

tentang Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 

2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2010 tentang Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah 

8. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung 

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandung. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis DPPKB Tahun 

2018-2023 adalah sebagai bentuk penyesuaian terhadap 

perkembangan yang terjadi utamanya untuk merespon perubahan 
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kebijakan nasional, percepatan penangan Covid-19 dan kebutuhan 

perubahan internal Pemerintah Kota Bandung, sehingga RPJMD 

dapat dijadikan pedoman dalam rangka mendukung pencapaian 

visi, misi dan program pembangunan daerah Kota Bandung yang 

tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 

2018-2023. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana 

Strategis DPPKB Tahun 2018-2023 adalah untuk : 

o Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan 

arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan yang 

disesuaikan untuk merespon perubahan yang terjadi sesuai 

tugas dan fungsi DPPKB; 

o Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur 

yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan dalam rangka 

meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan 

evaluasi di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandung. 

o Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan 

DPPKB Kota Bandng Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 

DPPKB Kota Bandung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : 

 

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan 

serta sistematika penyusunan Renstra DPPKB dan sistematika 

penulisan. 

 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, 

mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Perangkat 

Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, 

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan 

melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode 

sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas 

Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan 

RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-

hambatan utama yang masih dihadapi melalui Reviu Renstra 

Perangkat Daerah. 

 

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat 

Daerah, telaahan visi, misi dan program, telaahan Renstra K/L, 

dan penentuan  

isu-isu strategis. 

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang 

merupakan penjabaran  

visi dan misi Pemerintah Kota Bandung yang lebih spesifik dan 

terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan 

o Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah  

o Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

o Bab IV : Tujuan dan Sasaran  

o Bab I : Pendahuluan 
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jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang 

hendak dicapai, dan strategi yaitu cara untuk mewujudkan 

tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional 

dan komprehensif.  

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan 

Kota Bandung yang menjadi urusan Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung sampai 

dengan akhir periode di Tahun 2023.  

 

 

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan 

yang di dalamnya dijelaskan program dalam pencapaian 

strategidan sasaran yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana 

Strategi (Renstra) beserta indicator kinerja, sasaran, dan 

pendanaan indikatif, target berdasarkan bidang urusan. 

 

Dalam bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang 

bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran 

keberhasilan pencapaian strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas dan indikator 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan 

menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa 

jabatan. 

 

 

Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan 

Perubahan Renstra untuk menjamin pelaksanaan dan 

keberlanjutan perencanaan program  pembangunan daerah 

urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

o Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan  

o Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan  

o Bab VIII : Penutup  

o Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN DPPKB 
KOTA BANDUNG 

 
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPPKB 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota 

Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota 

Bandung yang melaksanakan dua urusan, yakni urusan Pengendalian 

Penduduk dan Urusan Keluarga Berencana lingkup Kota Bandung. 

Pembentukan BPPKB Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung 

didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda 

Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, 

dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis 

Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama BPPKB 

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi BPPKB Kota Bandung. 

Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi BPPKB 

kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas 

Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang 

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota 

Bandung. Selanjutnya berubah kembali dengan ditetapkannya 

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengubah nama 

BPPKB Kota Bandung menjadi DPPKB Kota Bandung. 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Nomor 25 Tahun 

2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandung terdiri atas: 

1.  Kepala Dinas; 

2.  Sekretariat, yang membawahi: 

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Kepala Sub Bagian Keuangan; 

c. Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi. 

3.  Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, yang membawahi: 
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a. Kepala Seksi Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi; 

b. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan; 

c. Kepala Seksi Pendayagunaan Penyuluh dan Kader Keluarga 

Berencana. 

4.  Kepala Bidang Keluarga Berencana, yang membawahi: 

a. Kepala Seksi Pengendalian Distribusi Alat Obat Kontrasepsi; 

b. Kepala Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; 

c. Kepala seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga 
Berencana. 

5.  Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang 
membawahi: 

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; 

b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan 
Lansia; 

c. Kepala Seksi Ketahanan Remaja. 

6.  Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, yang membawahi: 

a. Kepala Seksi Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan 

Kependudukan; 

b. Kepala Seksi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian 
Penduduk; 

c. Kepala Seksi Informasi Penduduk dan Keluarga. 

7.  Unit Pelaksana Teknis (UPT): 

8.  Jabatan Pelaksana dan Fungsional. 

 

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota 

Bandung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi DPPKB 

Kota Bandung 
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Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandung mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas diatas, DPPKB 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 

b. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas dan Fungsi DPPKB 

ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1388 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut : 

 

    A. KEPALA DINAS  

Tugas :  Melaksanakan fungsi penunjang urusan pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana. 

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan 
keluarga berencana; 

 2. Pelaksanaan kebijakan lingkup pengendalian penduduk 
dan keluarga berencana; 

 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

 4. Pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana; dan 

 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

   B. SEKRETARIAT  

Tugas :  Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup 
kesekretariatan 

Fungsi : 1. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja 
lingkup kesekretariatan dan Dinas; 
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 2. Pengoordinasian penyusunan bahan kebijakan teknis 
lingkup kesekretariatan dan Badan; 

 3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis 
lingkup kesekretariatan dan Dinas; 

 4. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup kesekretariatan 
dan Dinas; 

 5. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-
fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah lingkup 
kesekretariatan dan Dinas; dan 

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

 

   C. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN 

Tugas :  Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Penyuluahn dan 
Penggerakan; 

Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup penyuluhan dan 
penggerakan; 

 2. Penyiapan bahan perumusan lingkup penyuluhan dan penggerakan; 

 3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup penyuluhan dan penggerakan; 

 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penyuluhan dan 

penggerakan; 
 5. Pelaksanaan administrasi lingkup penyuluhan dan penggerakan; dan 

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

   D. BIDANG KELUARGA BERENCANA 

Tugas :  Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup keluarga berencana. 

Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup keluarga berencana; 

 2. Penyiapan bahan perumusan lingkup keluarga berencana; 

 3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup keluarga berencana; 

 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keluarga berencana; 

 5. Pelaksanaan administrasi lingkup keluarga berencana; dan 

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

E. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 

Tugas :  Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga. 

Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup ketahanan dan 
kesejahteraan 
keluarga; 

 2. Penyiapan bahan perumusan lingkup ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga; 

 3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 

 5. Pelaksanaan administrasi lingkup ketahanan dan kesejahteraan 
keluarga; dan 

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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F. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK 

Tugas :  Melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengendalian 

penduduk. 

Fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup pengendalian penduduk; 

 2. Penyiapan bahan perumusan lingkup pengendalian penduduk; 

 3. Pelaksanaan Kebijakan lingkup pengendalian penduduk; 

 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian penduduk; 

 5. Pelaksanaan administrasi lingkup pengendalian penduduk; dan 

 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

 

G. SATUAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Tugas : Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas 
berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Fungsi : Pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana 
pada DPPKB Kota Bandung. 

 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

      Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat 

bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan efisien. Good 

governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan 

hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi 

strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan 

pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya 

aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis 

dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. 

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang 

bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah suatu 

daerah akan dibawa. 

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang 

mengemban tugas dan fungsi- fungsi pelayanan, perlindungan 

dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan 

di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang 
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mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-

langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi 

pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya 

bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur DPPKB Kota 

Bandung berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian sampai Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 62 

orang. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi DPPKB Kota 

Bandung dapat dilihat pada tabel 2.1. Berdasarkan data yang 

ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselonering II, 

DPPKB menjalankan fungsi koordinasi dengan perangkat daerah 

lain. DPPKB bermitra dengan perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kota Bandung dan secara intensif melaksanakan 

koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang 

dijalankan oleh DPPKB melalui 4 (empat) bidang penyuluhan dan 

penggerakan, bidang keluarga berencana, ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; serta engendalian penduduk. Keempat 

bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah 

dalam perencanaan kegiatan. Bidang lainnya dengan eselonering 

yang sama menjalankan fungsi supporting. Bidang Keluarga 

Berencana dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 

memberikan dukungan berupa penyediaan hasil kajian dalam 

penyusunan dokumen perencanaan kegiatan. Sedangkan 

sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan 

penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. 
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Tabel 2.1 

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 
3  

N
o 

Uraian Eselon 
I 

Eselon 
II 

Eselon 
III 

Eselon 
IV 

Staf Jumlah 

1. Kepala DPPKB – 1 – – – 1 

2. Sekretariat – – 1 3      5 9 

3. Bidang 

Penyuluhan dan 

Penggerakan 

– – 1 3 5 9 

4. Bidang Keluarga 

Berencana 

– – 1 3 2 6 

5. Bidang 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga 

– – 1 3 2 6 

6. Bidang Pengendalian 
Penduduk 

– – 1 3 1 5 

7. UPT – – – - – - 

8. Jabatan Fungsional 
Umum 

– – – – - - 

9. Jabatan Fungsional 

Tertentu 

       _-          -          -            - 26 26 

 JUMLA
H 

0 1 5 15 41 62 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung Tahun 
2021 

 

 

 

Yang menjadi catatan dalam struktur DPPKB adalah adanya jabatan 

fungsional tertentu yang bertanggungjawab secara langsung kepada 

Kepala DPPKB dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang. 

Banyaknya ASN yang akan memasuki usia pensiun baik ASN yang 

memegang jabatan struktural maupun ASN Fungsional Tertentu sebagai 

Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) akan sangat 

mempengaruhi kinerja dinas secara keseluruhan. PLKB merupakan 

tenaga fungsional penyuluh lapangan BKKBN Pusat yang ditempatkan di 

Kota Bandung, sedangkan Kota Bandung sendiri tidak memiliki ASN 

tenaga penyuluh lapangan. Untuk saat ini jumlah staff yang dibutuhkan 

baik di bidang teknis maupun di sekretariat masih sangat kurang. 

Berdasarkan data Analisa Pemetaan Jabatan Fungsional DPPKB dari 
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sebanyak 58 tenaga fungsional jumlah pemangku jabatan tertentu dan 

jabatan fungsional, masih kurang sebanyak 18 tenaga fungsional umum 

di DPPKB. Kondisi kepegawaian DPPKB berdasarkan tingkat pendidikan 

dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini: 

Tabel 2.2 

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang 
Ditamatkan 

4  

No Uraian S3 S2 S1 D
3 

SLTA SLT
P 

S
D 

Ju
mla
h 

1 Kepala DPPKB – 1 – – – – – 1 

2 Sekretariat – 4 2 – 3 – – 9 

3 Bidang 

Penyuluhan dan 

Penggerakan 

– 2 6 – 1 – – 9 

4 Bidang Keluarga Berencana – 3 2 – 1 - – 6 

5 Bidang 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan 

Keluarga 

– 3 3 - - – – 6 

6 Bidang Pengendalian 

Penduduk 

– 2 3 - – – – 5 

7 Jabatan Fungsional 
Tertentu 

- 1 20 1 4 - - 26 

 JUMLAH 0 16 36 1 9 0 0 62 

          Dalam 

Persen 

0 25,80 58,06 1,62 14,52 0 0 100 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung 

Tahun 2021 

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan 

tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada 

Tabel 2.2, tingkat pendidikan S2 aparatur DPPKB sebanyak 16 

orang atau sebesar 25,80%. Dengan rata-rata tingkat pendidikan 

S2 aparatur DPPKB merupakan modal dasar yang penting dalam 

peningkatan kinerja DPPKB secara umum. 

Jumlah aparatur DPPKB yang menamatkan pendidikan S-1 

cukup besar, tercatat sebanyak 36 orang. Secara prosentase, 

jumlah tersebut mencapai 58% dari seluruh aparatur DPPKB. 

Sebagai lembaga yang memposisikan dirinya menjadi Think 

Tanknya Pemerintah Kota Bandung, tentu ini menjadi modal 

dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi DPPKB 
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sebagai lembaga teknis secara optimal. 

DPPKB mengalami kendala dalam sumber daya manusia yang 

mengelola program Bangga Kencana di kewilayahan, karena 

terbatasnya jumlah tenaga lini lapangan yang ada dan tidak 

proporsional dibandingkan dengan jumlah kelurahan yang ada 

di Kota Bandung. Dimana jumlah tenaga penggerak Non ASN 

yang ada saat ini berjumlah sebanyak 52 orang yang 

bertanggung jawab untuk mengelola sejumlah 151 kelurahan di 

Kota Bandung. Hal ini berkaitan dengan program dan kegiatan 

Bangga Kencana yang harus dapat disampaikan secara langsung 

ke seluruh lapisan. Terkait dengan hal tersebut maka diusulkan 

penambahan tenaga penggerak Bangga Kencana sebanyak 

jumlah kelurahan yang ada di Kota Bandung.   Begitu pula untuk 

jumlah tenaga penyuluh lapangan ASN yang statusnya saat ini 

adalah sebagai ASN pusat semakin berkurang jumlahnya karena 

banyaknya yang memasuki usia pensiun. Tidak hanya untuk 

tenaga ASN di lapangan tetapi juga tenaga ASN fungsional umum 

yang jumlahnya masih kurang memadai. Dari total jumlah 

jabatan fungsional yang dibutuhkan  yang sebanyak 58 orang 

masih belum tersisi sebanyak 18 orang atau sebesar 31,03%. 

Maka dalam hal ketersediaan SDM masih menjadi isu strategis. 

2.2.2 Anggaran 

Dari sisi anggaran, DPPKB Kota Bandung mendapatkan alokasi 

anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini 

memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2013-2020 

beserta serapannya sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 
Alokasi Anggaran DPPKB Tahun 2013-2017 

 

N
o 

Tahun 
Anggaran 

Jumlah Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) Persen
tase 
(%) 

1 2013 25.617.927.691,95 18.928.653.478,00 73,89% 

2 2014 19.068.059.800,00 15.948.899.351,00 83,64% 

3 2015 17.038.817.070,67 15.600.550.795,00 91,56% 

4 2016 21.787.882.612,00 17.435.061.927,00 63,92% 

5 2017 9.188.678.325,00 7.911.275.375,00 86,10% 

6 2018 29.274.517.451,12 18.289.077.252,00 62,47% 

7 2019 25.409837.927,41 19.248.652.431,00 75,75% 

8 2020 19.903.611.150,04 16.651.403.327,00 83,66% 

Sumber : Sub Bagian Keuangan DPPKB Tahun 2013-2020 

 
Berdasarkan tabel di atas, anggaran DPPKB pada tahun 2020 

mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi 

Pandemi Covid-19 di seluruh dunia tanpa terkecuali Indonesia. 

Pandemi covid-19 ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi Kota Bandung. Berdasarkan data dari BPS Tahun 2020, 

bahwa angka LPE Kota Bandung menurun sebesar -2,28. 

Menurunnya angka LPE Kota Bandung ini secara signifikan 

mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Bandung dan perubahan 

isu prioritas Kota Bandung. Dengan anggaran yang terbatas, maka 

anggaran Kota Bandung diprioritaskan kepada program pemulihan 

ekonomi dampak dari pandemic Covid-19. DPPKB sebagai salah satu 

bagian dari Pemerintah Kota Bandung telah melakukan rasionalisasi 

kurang lebih sebesar 35%.  

Namun demikian, meskipun anggaran DPPKB mengalami 

penurunan, secara kinerja, capaiannya sebagian besar memenuhi 

target bahkan terdapat beberapa sasaran yang melampaui target 

kinerja.  
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2.2.3 Aset, Sarana dan Prasarana 

DPPKB Kota Bandung menempati kantor yang bertempat di Jalan 

Maskumambang No.4 dan mulai digunakan pada tahun 2017. 

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan 

dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja DPPKB Kota 

Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut : 

Tabel 2.4 
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana DPPKB Kota 

Bandung Sampai Dengan Tahun 2021 
 

No Nama Barang Banyakn
ya 

Kondisi 
Barang 

1 Kendaraan roda 4 7 Baik 

2 Kendaraan roda 2 66 Baik 

3 AC 8 Baik 

4 Lemari/Rak/Buffet/Filling Cabinet 103 Baik 

5 Brankas 6 Baik 

6 Meja 80 Baik 

7 Kursi 150 Baik 

9 Pesawat telepon/faks. 8 Baik 

10 Mesin Tik 15 Baik 

11 Komputer 46 Baik 

12 Note Book/Laptop 33 Baik 

13 Printer 27 Baik 

14 Scanner 3 Baik 

15 Paper Sheredder 1 Baik 

16 Projector 3 Baik 

17 Layar 3 Baik 

19 Handphone 15 Baik 

20 Camera Digital 4 Baik 

       

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian DPPKB Kota Bandung Tahun 2021
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Lokasi Kantor DPPKB cukup strategis berada di tengah kota Kota 

Bandung memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor 

DPPKB sehingga memberi peluang untuk menyelenggarakan 

kegiatan secara lebih efektif dan efisien, hanya saja kondisi 

bangunan yang cukup berusia sehingga membutuhkan ruang kerja 

yang lebih representative dan keterbatasan ruang kerja yang dapat 

menampung sumber daya manusia yang lebih banyak 

membutuhkan banyak perbaikan pada Gedung kantor.  

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan 

pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas cukup memadai 

seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan 

(komputer, printer, scanner dan lainnya) dengan anggaran untuk 

pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam 

pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan 

kendaraan) serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang 

memadai untuk barang dan dokumen produk DPPKB. 

 
2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Bandung 

Kinerja Pelayanan DPPKB pada Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Bandung yang utama berkaitan dengan 

urusan yang menjadi kewenangannnya yaitu urusan Pengendalian 

Penduduk dan urusan Keluarga Berencana dengan focus pada 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Target kinerja 

merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara 

berkala dan dievaluasi pada akhir periode Renstra. Target kinerja terdiri 

dari sasaran Program yang merupakan hasil yang akan dicapai dari  

suatu program, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Strategis   DPPKB (sebagaimana tertera pada Bab II) yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran, termasuk didalamnya Indikator 

Program/Indikator Kinerja Utama (IKU)        Unit Kerja Eselon II beserta 

kegiatan yang akan dilakukan (termasuk Indikator Kinerja 

Kegiatan/IKK) yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian 

keluaran (output) dari suatu kegiatan untuk mencapai target/sasaran 

program dan IKU (outcome) yang telah ditetapkan. 
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a. Sasaran : “Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan 

kualitas Keluarga”, dengan Kebijakan Indikator Sasaran 

Program : 

Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, 

Mandiri, dan Berkembang. 

b. Program Pengendalian Penduduk  memiliki sasaran program 

“Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas 

Keluarga”, dengan Indikator Sasaran Program: 

Total Fertility Rate (TFR) Maksimum. 

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

(KS), memiliki sasaran program “Meningkatnya ketahanan 

keluarga”, dengan Indikator Sasaran Program : 

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga). 

d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daereh 

Kabupaten/Kota DPPKB memiliki sasaran program 

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, 

dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah 

dengan Nilai IKM "Baik”. 

Program Bangga Kencana diimplementasikan oleh seluruh bidang yang 

ada di DPPKB, meliputi antara lain : 

1) Bidang Pengendalian Penduduk, dengan sasaran 

meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga   

yang kinerjanya akan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja  

yaitu Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, 

Mandiri dan berkembang dan Total Fertility Rate (TFR) 

Maksimum. 

2) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, dengan sasaran 

meningkatnya pengendalian penduduk dan kualitas keluarga 

yang akan diukur kinerjanya melalui 2 (dua) indikator kinerja 

yaitu Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, 

Mandiri, dan Berkembang dan Indeks Pembangunan 

Keluarga (IBangga). 

3) Bidang Keluarga Berencana, dengan sasaran meningkatnya 

pengendalian penduduk dan kualitas keluarga yang akan 

diukur kinerjanya melalui indikator kinerja yaitu Total 

Fertility Rate (TFR) Maksimum dan cakupan kampung 

keluarga berkualitas paripurna, mandiri, dan berkembang. 

4) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan 

sasaran meningkatnya ketahanan keluarga, yang akan 
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diukur kinerjanya melalui 2 (dua) indikator kinerja Indeks 

Pembangunan Keluarga (Ibangga) dan cakupan kampung 

keluarga berkualitas paripurna, mandiri, dan berkembang. 

 

Penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, 

sasaran Unit Eselon II beserta IKU yang telah ditetapkan, telah 

disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) 

beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang disampaikan 

sebagaimana Lampiran (Matrik Kinerja dan Pendanaan DPPKB 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.5 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kota Bandung 

 

Indikator 

Kondisi 
Kinerja pada 

awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 

Periode 

RPJMD 

Realisasi Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 

Periode 

RPJMD 

 

 

Tahun Awal Tahun  Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun  Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2023 
 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
 

Persentase peserta 
KB aktif 

72,29% 72,50% 73% - - - 74,50% 75,28% 76,24% - - - 74,50% 
 

Persentase 
kelompok tribina 
aktif 

N/A 71,06% 74,56% - - - 86,26% 71,07% 74,73% - - - 86,26% 

 

Jumlah peserta KB 
baru 

2000 2500 2625 - - - 3040 
Pasangan 
Akseptor 

2528 3410 - - - 3040 
Pasangan 
Akseptor 

 

Jumlah Kampung Berencana 
KB aktif 

15 20 31 - - - 58 
Kampung 

KB 

20 31 - - - 58 
Kampung 

KB 

 

Kriteria Kampung Keluarga 
Berkualitas Lingkup 
Penyuluhan dan 

Penggerakan 

79,56 - - 80,56 81,56 82,56 82,56 
Persen 

- - 80,66 - - 82,56 
Persen  

Kriteria Kampung Keluarga 
Berkualitas Lingkup 
Keluarga Berencana 

89,23 - - 90,23 91,23 92,23 92,23 
Persen 

- - 90,23 - - 92,23 
Persen  

Kriteria Kampung Keluarga 
Berkualitas Lingkup 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

87,69 - - 88,69 89,69 90,69 90,69 
Persen 

- - 88,69 - - 90,69 
Persen  

Rumah Dataku Aktif 24,62 - -        
24,62  

       
30,77  

       
36,92  

 36,92 
Persen  

- - 24,62 - -  36,92 
Persen   
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Indikator 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

Realisasi Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 
Kinerja 

pada Akhir 
Periode 
RPJMD 

 

 

Tahun Awal Tahun  Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun  Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2023 
 

Sekolah Siaga 
Kependudukan Aktif 

10,91 - -        
16,36  

       
23,64  

       
30,91  

 30,91 
Persen  

- -   - -  30,91 
Persen  

 

Angka Pemakaian 
Kontrasepsi/mCPR 

76,24 - - 76,27 76,92 77,57 77,57 
Persen 

- - 77,24 - - 77,57 
Persen 

 

Cakupan Kebutuhan KB 
yang Belum Terpenuhi 
(Unmeet Need) 

13,19 - - 13,00 12,00 11,00 11 Persen - - 13,00 - - 11 Persen 

 

Cakupan laporan 
kependudukan dan keluarga 
melalui aplikasi SR BKKBN 
yang akurat dan tepat waktu 

70,00 - - 80,00 90,00 100,00 100 Persen - - 80,00 - - 100 Persen 

 

Nilai Variabel Ibangga 
lingkup Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 

N/A - - - 53,09 54,07 54,07 
Indeks 

- - - - - 54,07 
Indeks  

Nilai Variabel Ibangga 
lingkup Penyuluhan dan 
Penggerakan 

N/A - - - 48,13 48,58 48,58 
Indeks 

- - - - - 48,58 
Indeks  
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 1388 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPPKB Kota 

Bandung maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh DPPKB Kota Bandung 

adalah sebagai berikut: 

1. menyelenggarakan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis, 

program kerja, dan anggaran Dinas berdasarkan kebijakan umum Daerah 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. mendelegasikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien; 

3. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum 

Walikota agar tujuan dan sasaran tercapai; 

4. membina bawahan dengan cara memotifasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan; 

5. melakukan pembinaan jasmani dan rohani, pemberian tanda penghargaan, 

pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan pegawai; 

6. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan 

kegiatan Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Kepala Seksi; 

7. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas yang meliputi pengoordinasian 

penyusunan, 

8. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan rencana dan program kerja lingkup Dinas; 

9. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas 

lingkup Dinas; 

10. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan dokumentasi peraturan 

perundang- undangan, pengelolaan kearsipan, protokol dan hubungan 

masyarakat di lingkungan Dinas; 

11. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 

penetapan Rencana Strategis daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, 

Renstra dan Renja, serta Rencana Strategis lainnya sesuai dengan ketetentuan 

peraturan perundang-undangan; 
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12. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan data dan informasi 

penetapan laporan kinerja daerah yang meliputi LKPJ, LPPD, IPPD, LKIP dan 

laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

13. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas 

sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas; 

14. membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan Dinas; 

15. melaksanakan pembinaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

16. menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan Dinas dalam lingkup 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

17. merumuskan kebijakan teknis Daerah lingkup pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana; 

18. menyelenggarakan dan mengoordinasikan perencanaan, implementasi dan 

evaluasi kebijakan lingkup pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

19. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian lingkup pengendalian 

penduduk dan keluarga berencana; 

20. melaksanakan hubungan kerja dengan Perangkat Daerah, Pemerintah 

Provinsi, Pemerintah Pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan 

fungsinya; 

21. menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup 

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan melaksanakan tugas 

lainnya dari Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Tabel 2.6 

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Bandung 
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB 

Berdasarkan Tugas dan Fungsi utamanya berkaitan dengan 

penyusunan dokumen Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta 

kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, berikut 

tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKB Kota Bandung: 

 

2.4.1 Tantangan 

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia DPPKB sebagai tenaga 

penggerak program Bangga Kencana lini lapangan di kewilayahan.  

2. Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan dan kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya; 

3. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa 

digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan 

kebijakan. 

4. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang 

telah ada  belum diterapkan secara optimal. 

5. Minimnya pemahaman lintas sectoral terakit integrasi program 

Kampung KB.  

6. Menurunnya animo masyarakat untuk partisipasi dalam program Keluarga 
Berencana. 

 

2.4.2 Peluang 

1. Manajemen SDM berbasis kinerja yang lebih baik dengan menerapkan 
mekanisme 

reward and punishment sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

2. Penyempurnaan SOP dengan menggunakan standar internasional dalam 

manajemen mutu dengan resertifikasi implementasi ISO 9001:2015; 

3. Optimalisasi dan integrasi sistem informasi (IT) yang sudah ada dalam Sistem 

Informasi Keluarga Berencana (SIDUGA) yang dikembangkan melalui 

optimalisasi pemanfaatan aplikasi siKeren oleh lini lapangan. 

4. Menetapkan pola koordinasi dalam penanganan masalah lintas sektoral. 

5. Promosi secara luas tentang program KB dan mempermudah akses layanan 

Keluarga Berencana.
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  BERDASARKAN  

TUGAS DAN FUNGSI 

 

 
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Bandung 

 
Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan 

keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang berkaitan dengan penyusunan 

dokumen pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Masih kurangnya jumlah SDM ASN DPPKB yang memiliki kemampuan dan 

kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya, terumata di tingkat petugas 

di lini lapangan; 

2. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum disusun serta SOP yang telah 

ada belum diterapkan secara optimal; 

3. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang Gedung kantor Belum 

terintegrasinya program lintas sektoral bagi yang membutuhkan data dan 

informasi koordinasi dari instansi lain. 

4. Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program BANGGA 

KENCANA 

 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam 

mendukung Visi, Misi Kota Bandung 2021-2023  

Sebagaimana tertera diatas, maka Dinas Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kota Bandung (DPPKB) berkomitmen atas 

Visi, Misi dan Tujuan sebagai berikut : 

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan 

daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity 

of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan 

daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka 

menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka 

panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan 

jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan 

pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota 

Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu: 
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“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, 

SEJAHTERA, DAN AGAMIS” 

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut: 

Bandung : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. 

Artinya Kota Bandung dan seluruh 

warganya yang berada di dalam satu 

kawasan dalam batas-batas tertentu yang 

berkembang sejak tahun 1810 hingga 

sekarang. 

Unggul : Dengan berbagai capaian prestasi yang 

telah diraih pada periode sebelumnya, 

maka Pemerintah Kota Bandung akan 

terus berusaha untuk menjadi yang 

terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi 

contoh bagi daerah lain dalam bentuk 

terobosan bagi pembangunan daerah. 

Dukungan SDM Kota Bandung 

yang berkualitas baik secara fisik dan 

mental akan berdampak positif tidak 

hanya terhadap peningkatan daya saing 

dan kemandirian daerah, namun juga 

dalam mendukung pembangunan Kota 

Bandung. 

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan 

pembangunan, maka kualitas 

infrastruktur yang sudah baik harus terus 

ditingkatkan dengan tetap memperhatikan 

dampak terhadap kualitas lingkungan. 

Pemenuhan kebutuhan dasar manusia 

seperti tanah, air dan udara harus 

terpenuhi dengan baik sehingga nyaman 

untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota 

dan infrastruktur pendukungnya yang 

responsif terhadap berbagai aktifitas dan 

perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang 

dalam konteks pelaksanaan 
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pembangunan harus tetap berpihak 

terhadap lingkungan. 

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin 

diwujudkan merupakan kesejahteraan 

yang berbasis pada individu, keluarga dan 

lingkungan sebagai dasar pengokohan 

sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya 

dalam konteks lahiriah dan materi saja, 

melainkan juga sejahtera jiwa dan 

batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang 

sejati adalah keseimbangan hidup yang 

merupakan buah dari kemampuan 

seseorang untuk memenuhi tuntutan 

dasar seluruh dimensi dirinya meliputi 

ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen 

ini diharapkan mampu saling berinteraksi 

dalam melahirkan masa depan yang cerah, 

adil dan makmur. Keterpaduan antara 

sejahtera lahiriah dan batiniah adalah 

manifestasi dari sejahtera yang paripurna. 

Kesejahteraan seperti inilah yang akan 

membentuk kepercayaan diri yang tinggi 

pada masyarakat Kota Bandung untuk 

mencapai kualitas kehidupan yang 

semakin baik hingga menjadi teladan bagi 

kota lainnya. 

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, manifestasi dari 

kesempurnaan kehidupan beragama 

sebagai wujud perintah Tuhan bahwa 

tujuan akhir dari kehidupan beragama 

harus mampu menjadi rahmat bagi alam 

semesta. Terwujudnya masyarakat yang 

agamis adalah kondisi yang harus hadir 

sepanjang tahun 2018-2023. Dalam 

masyarakat yang agamis semua warga 
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masyarakat mengamalkan ajaran agama 

masing-masing ke dalam bentuk cara 

berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran 

agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan 

ritual namun juga diimplementasikan ke 

dalam pencapaian pelaksanaan 

pembangunan dan pengembangan sosial 

kemasyarakatan. 

 

3.2.1 Penyelarasan Misi  

Adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan 

faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal Dinas 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk di Misi 

1 (satu) RPJMD 2018-2023 Kota Bandung. Rumusan Misi yang 

ditetapkan adalah sebagai berikut: 

Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan 

berdaya saing Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-

nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan 

serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan 

dan sosial yang bermutu, adil dan merata. 

Pencapaian misi 1 didukung oleh tujuan dan sasaran yang dapat 

dilihat pencapaiannya dari indikator kinerja. Adapun tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja yang mendukung misi 1 dapat 

dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 

3.2.2 Tujuan 

Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan 

Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan 

Merata Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya 

3.2.3 Sasaran 

Dalam rangka pencapaian tujuan dari misi 1 di atas, maka dapat 

dilihat dari uraian sasaran strategis Urusan Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dibawah ini : 
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1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat  

2. Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis. 

3.2.4 Sasaran Strategis 

Untuk menjamin dukungan DPPKB terhadap upaya pencapaian 

Visi, Misi Kota Bandung 2021-2023, serta untuk memastikan Visi, 

Misi dan Tujuan DPPKB   yang telah ditetapkan dapat tercapai, 

diperlukan suatu ukuran keberhasilan atas seluruh Program dan 

Kegiatan Prioritas yang dilakukan dalam bentuk Sasaran Strategis. 

Dalam Perubahan Renstra DPPKB 2021-2023 ditetapkan Sasaran 

Strategis yang  harus dicapai sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan kualitas Keluarga, 

dengan Indikator Strategi : 

a. Meningkatkan Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas 

Paripurna, Mandiri, dan Berkembang dapat mencapai   

33.33% pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 39.68 

% pada tahun 2023. 

b. Total Fertility Rate (TFR) Maksimum dapat mencapai   1,97% 

pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2.00 % pada 

tahun 2023 

2 Meningkatnya ketahanan keluarga dengan Indikator Strategi 

Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) ditargetkan menjadi 

56.84% pada tahun 2023. 

Sebagaimana tertera sebelumnya, seluruh Sasaran Strategis diatas 

dirumuskan guna mencapai Visi, Misi dan Tujuan DPPKB. Agar 

upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan tersebut dapat tetap terukur, 

maka DPPKB menggunakan Indikator Cakupan Kampung Keluarga 

Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan Berkembang, Total Fertility 

Rate (TFR) Maksimum, dan Indeks Pembangunan Keluarga 

(Ibangga). Sebagaimana dijabarkan pada Bab I (Potensi dan 

Permasalahan), merupakan indikator yang upaya pencapaiannya 

harus secara komprehensif melibatkan lintas sektor/bidang serta 

harus dikoordinasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bandung. 

 

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Melaksanakan tugas  

pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga 

berencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN 

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
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▪ Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang 
KKB; 

▪ Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB; 

▪ Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan 
KB; 

▪ Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB; 

▪ Penetapan perkiraaan pengendalian penduduk secara nasional; 

▪ Penyusunan desain Program KKBPK; 

▪ Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); 

▪ Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan 

Pasangan Usia Subur (PUS) nasional; 

▪ Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga 

▪ Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkatnasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-

KB dan Kesehatan Reproduksi (KR); 

▪ Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan 

ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 

▪ Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan 

tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan 

kesejahteraan keluarga; 

▪ Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas 

lapangan KB (PKB/PLKB); 

▪ Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk 

dankeluarga berencana; dan 

▪ Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB. 

Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan 
fungsi: 

▪ Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB; 

▪ Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan 
BKKBN; 

▪ Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN; 

▪ Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan 

▪ Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB. 

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti BKKBN telah 

mampu berperan dalam mendukung pencapaian target, sasaran, visi dan misi 

RPJMN 2015-2019, dan selanjutnya mendukung pencapaian tujuan berbangsa 

dan bernegara sesuai amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang adil dan makmur, oleh karena itu, visi BKKBN 2015-2019 adalah : 
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“Mencapai penduduk tumbuh seimbang melalui upaya penurunan laju 

pertumbuhan penduduk (LPP) dan perwujudan keluarga berkualitas”. Untuk 

mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan Bentuk penjabaran tujuan strategis 

tersebut, BKKBN menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2015-2019 sebagai 

berikut: 

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) 

2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) 

3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 

4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 

5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BKKBN Provinsi Jawa Barat harus 

difokuskan pada pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan yang berbasis 

perencanaan pembangunan dengan berdasar pada data dan hasil 

penelitian/kajian lapangan yang sistematik dan komprehensif. Atas dasar 

tersebut, maka visi BKKBN Propinsi Jawa Barat harus diarahkan pada upaya 

pembangunan berkesinambungan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan 

yang dijadikan sebagai dasar perumusan dan implementasi kebijakan dalam 

pengembangan dan pengelolaan sumberdaya daerah untuk meningkatkan 

kemakmuran dengan berlandaskan akhlak mulia. 

Berkaitan dengan pelaksanaan visi tersebut perlu diperhatikan relevansi dan 

keterkaitannya dengan upaya pencapaian misi Kepala Daerah Provinsi Jawa 

Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023, yang terkait 

atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat. Untuk 

mendukung misi kepala daerah selama periode 2018-2023 sebagai berikut : 

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa; 

2. Melahirkan manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif; 

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan berbasis 

Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan; 

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat Yang Sejahtera 
dan Adil; 

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif 

antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
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3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian Visi, Misi dan Janji Wali 

Kota DPPKB harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis 

(tata laksana), dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan 

tugas yang dibebankan kepada DPPKB secara efektif dan efisien baik di 

tingkat Kantor Kota maupun di tingkat kantor perwakilan di wilayah. 

Dalam perspektif ini kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan 

mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan. 

Dari sisi regulasi yang berlaku, penataan kelembagaan DPPKB berangkat 

dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2021 tanggal 3 Maret 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota 

Bandung. 

 

Memperhatikan bahwa permasalahan dan tantangan   yang   dihadapi 

DPPKB Kota Bandung dewasa ini dan dimasa mendatang semakin 

kompleks dan dinamis, pengembangan dan penataan kelembagaan 

DPPKB perlu berorientasi pada sekurang-kurangnya lima prioritas 

sebagai berikut: 

a. memperkuat budaya organisasi yang mengacu pada nilai-nilai good 

corporate governance (tata kelola organisasi yang baik) dan 

berorientasi pada outcome; 

b. merevisi model operasional dengan prioritas penataan pada 

penyempurnaan dan percepatan proses bisnis dengan 

mengoptimalisasikan penggunaan teknologi informasi, digitalisasi 

dan big data; 

c. menyempurnakan sistem birokrasi melalui penataan struktur 

organisasi yang lebih “adaptif” terhadap lingkungan bisnis (adaptive 

organization), dan dapat meningkatkan kemampuan organisasi 

untuk mencapai tujuan secara efisien (“fit-for-purpose”); 

d. meningkatkan kontribusi dan prestasi kerja pegawai melalui 

pengembangan manajemen talenta yang sekurang-kurang 

mencakup peningkatan kinerja, kompetensi dan komitmen pegawai; 

dan 

e. menjadi lebih proaktif dalam mengedukasi dan bekerjasama dengan 

stakeholders untuk menghasilkan berbagai terobosan dalam 
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pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan 

pembangunan keluarga, baik di tingkat nasional mapun daerah. 

Pengembangan dan penataan Kelembagaan DPPKB memerlukan proses 

yang cukup panjang, selain harus mempertimbangkan arah kebijakan, 

strategi, tujuan, sasaran strategis serta sasaran program dan Indikator 

Kinerja Utama per-unit Eselon II yang akan dicapai dalam RPJMD dan 

Perubahan Renstra DPPKB periode 2021- 2023, juga harus 

memperhatikan sinergitas lintas sektor/lintas Kementerian/ Lembaga 

(KL) serta memperhatikan arahan Presiden RI terkait penyederhanaan 

struktur organisasi K/L, pemangkasan alur birokrasi (pemangkasan Tk. 

Eselon III dan Eselon IV), serta penambahan Jabatan Fungsional 

Aparatur Sipil Negara untuk mempercepat pelaksanaan pelayanan 

fungsional sesuai dengan keahlian/ keterampilannya
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3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 
Bandung 

 

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat 

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan 

daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan 

sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis 

meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat 

dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat 

dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi 

dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain 

dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu 

menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna 

layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat 

dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke 

dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas 

dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian 

dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan 

bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang 

menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, 

akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam 

hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. 

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan 

pembangunan daerah di Kota Bandung dapat diidentifikasi beberapa 

hal sebagai berikut :
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Tabel 3.1 
Isu Strategis dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana di Kota Bandung 
 

No. Aspek Isu Strategis 

1. Koordinasi dan Kualitas 
Pelayanan Keluarga 
Berencana 

1. Belum optimalnya koordinasi dan integrasi antara 
DPPKB dengan perangkat daerah terkait 
informasi dan pelaksanaan Program KB 

2. SOP untuk sebagian kegiatan pada DPPKB belum 
disusun serta SOP yang telah ada belum 
diterapkan secara optimal. 

2. Sistem Pengelolaan Data 

dan Informasi 
1. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan 

informasi yang dapat menghimpun seluruh 
produk DPPKB secara terintegrasi agar 

informasi mengenai program dan kegiatan 
mudah didapatkan, dan dapat diakses secara 
luas di masyarakat 

3. Pengendalian dan 
Evaluasi kegiatan, 
pelaksanaan kegiatan 

1. Belum adanya standar atau pedoman 
pengendalian dan evaluasi kegiatan, 

pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. 

4. Sumber Daya Manusia 
dan Standar Pelayanan 

1. Ketersediaan dan pemerataan kualitas SDM ASN 

DPPKB yang memiliki kemampuan dan 
kompetensi sesuai dengan dengan tugas dan 
fungsinya, terutama petugas di tingkat lini 

lapangan 

2. Masih kurangnya Sarana prasarana untuk 
menunjang pelayanan administrasi, dan kegiatan 
di lapangan 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

 
 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) 

merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana berupaya untuk mewujudkan keluarga 

berkualitas. Keluarga merupakan Lembaga Pendidikan pertama dan 

utama bagi anak dan remaja serta memiliki peran yang sangat penting 

dalam pembentukan karakter dan kepribadian individu dari usia dini 

sampai dewasa. Untuk mewujudkan keluarga berkualitas sehingga 

tercipta individu sebagai sumber daya manusia berkualitas yang dapat  

berkontribusi dalam pembangunan.  

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 

25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kota Bandung, maka untuk mendukung capaian visi dan misi Kepala 

Daerah ditetapkan tujuan dan sasaran yang selaras dalam Perubahan 

Renstra DPPKB. 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan        Keluarga 
Berencana Kota Bandung 

 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung sebagai 

bagian integral dari Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki tugas dan fungsi dalam 

urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memiliki peran dan posisi 

strategis dalam kerangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kota 

Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan 

Agamis” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018- 2023. 

Dalam kerangka tersebut, keberadaan DPPKB dibutuhkan untuk pencapaian visi 

misi kota, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan 

upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Untuk menjadikan DPPKB yang 

visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini 

berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan 

pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengendalian penduduk serta 

keluarga berencana menjadi lokomotif pembangunan di Kota Bandung melalui 
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pembangunan keluarga berkualitas. 

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bandung yang 

mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen 

RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 tidak berubah sebagaimana 

dapat  dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Tujuan DPPKB Kota Bandung 

 
 

TUJUAN 

 (2018 - 

2020) 

TUJUAN 
(Perubahan 2021 - 2023 ) 

Meningkatnya Pengendalian Penduduk 

Melalui Keluarga yang Berkualitas 

 

Meningkatnya Pengendalian Penduduk 

Melalui Keluarga yang Berkualitas 

 

Demikian pula dengan kerangka sasaran pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi DPPKB, kerangka sasaran pada tahun 2018 sd 2020 tidak 

digunakan pada sasaran 2021 sd 2023. 

 

Tabel 4.2 

Perubahan Sasaran DPPKB Kota Bandung 

 
 

SASARAN 

(2018-2020) 

SASARAN 
(Perubahan 2021 - 2023 ) 

1. Meningkatnya Keluarga 

Berencana 

 1. Meningkatnya Pengendalian 

Penduduk dan Kualitas Keluarga 

2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga 

3. Meningkatnya Promosi Keluarga 

Berencana 

4. Meningkatnya Pengendalian Penduduk 2. Meningkatnya Ketahanan Keluarga 

 

 Secara ringkas, kerangka logis tujuan dan sasaran jangka menengah 

DPPKB Kota Bandung mempunyai tujuan dan sasaran yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Setelah Revisi 
 

MISI KOTA BANDUNG TUJUAN SASARAN 

Membangun 

Masyarakat yang 

Humanis, Agamis, 

berkualitas dan 

berdaya saing 

1. Membangun Masyarakat 

Kota Bandung yang 

Mandiri dengan 

Jaminan Pendidikan, 

Kesehatan dan Sosial 

Budaya yang Bermutu, 
Adil, dan Merata 

Berdasarkan Nilai 

Agama 

1.Meningkatnya Derajat 

Kesehatan Masyarakat 

2. Meningkatnya 
Masyarakat Kota yang 
Humanis 

 

Untuk mencapai target kedua sasaran tersebut maka kami kami berupaya 

memfokuskan indikator kinerja sasaran dirubah menjadi 4 indikator kinerja 

sasaran yang semuanya dijadikan indikator kinerja utama (IKU) DPPKB. Maka 

berdasarkan Renstra DPPKB Tahun 2018-2023 periode 2018 s.d 2020, diuraikan 

perubahan indikator kinerja sasaran sebagai berikut  

 

Tabel 4.4 

Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah DPPKB Setelah Perubahan 
 

INDIKATOR KINERJA 

(Tahun 2018-2020) 

INDIKATOR KINERJA 

(Tahun 2021-2023) 

Ket 

1. Persentase Peserta KB Aktif 1. Cakupan Kampung Keluarga 

Berkualitas Paripurna, Mandiri, 
dan Berkembang 

IKU 

2. Persentase Kelompok Tribina 

Aktif 

 

2. Total Fertility Rate (TFR) 

Maksimum 

IKU 

3. Jumlah Kampung KB Aktif 3. Indeks Pembangunan Keluarga 

(Ibangga) 
IKU 

4. Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

  

4. Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

IKU 

 
Selanjutnya perubahan kerangka target pencapaian indikator sasaran 

jangka menengah dari awal penyusunan Renstra hingga reviu tahun ini, diuraikan 

pada tabel 4.5, tabel 4.6, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Tahun 2018-2023 

 
 

 
No 

 

 
MISI 

 

 
TUJUAN 

 

 
SASARAN 

 

 
INDIKATOR KINERJA 

SASARAN 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

2018 

TARGET KINERJA SASARAN 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1. Membangun 

Masyarakat 

yang Humanis, 

Agamis, 
berkualitas dan 

berdaya saing 

Meningkatnya 

Pengendalian 

Penduduk 

Melalui 
Keluarga yang 

Berkualitas 

Meningkatnya  

Pengendalian 

Penduduk dan 

kualitas Keluarga 

Persentase Peserta KB 

Aktif 

 

71,00 % 
 

 

72,29 
% 

 

73,00 
% 

 

73,50 
% 

 

74,00 
% 

 

74,50 
% 

Meningkatnya 

Ketahanan Keluarga 
Persentase Kelompok 

Tribina Aktif 
- 

71,06 
% 

74,56 

% 

78,26 
% 

82,16 
% 

86,26 
% 

Meningkatnya 

ketahanan 
keluarga 

Indeks Pembangunan 

Keluarga (Ibangga) 
 
 

75 % 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
Meningkatnya Promosi 

Keluarga Berencana 

Jumlah Peserta KB 

Baru 
2000 
orang 

2500 
orang 

2625 
orang 

2757 
orang 

2895 
orang 

3040 
orang 

Jumlah Kampung KB 
Aktif 

 

15 
Kampung 
KB 

20 
Kampu
ng KB 

31 
Kampu
ng KB 

40 
Kampu
ng KB 

49 
Kampu
ng KB 

58 
Kampu
ng KB 

Meningkatnya 

Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Data dan 

Informasi 

Kependudukan yang 

Akurat dan Tepat 

Waktu 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tabel 4.6 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perubahan Tahun 2021-2023 
 

 
 

MISI 

 
 

TUJUAN 

 
 

SASARAN 

 
 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN 

Kondisi 
Kinerja 
pada 
Awal 

RPJMD 

2018 

TARGET KINERJA SASARAN 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

Membangun 

Masyarakat 

yang Humanis, 
Agamis, 

berkualitas dan 

berdaya saing 

Meningkatnya 

Pengendalian 

Penduduk 
Melalui 

Keluarga yang 

Berkualitas 

Meningkatnya  

Pengendalian 

Penduduk dan 

kualitas 
Keluarga 

Cakupan Kampung 

Keluarga Berkualitas 

Paripurna, Mandiri, dan 
Berkembang 

 

- 

 

 

- 
 

33,33 

% 

 

35,38 

% 

 

38,10 

% 

 

39,68 

% 

Total Fertility Rate (TFR) 
Maksimum 

- 

 

- 
 1,97 % 2,00 % 2,00 % 

2,00 

% 

Meningkatnya 

ketahanan keluarga 

Indeks Pembangunan 
Keluarga (Ibangga) 

       - 
 

 
- 

 
N/A 

 
- 

55,84 

indek

s 

56,84 

indek

s 

Meningkatnya 

Kinerja dan 

Pelayanan 

DPPKB 

Meningkatnya 

Pelayanan Publik 

yang Prima 

Nilai Indeks

 Kepua

san Masyarakat (IKM) 

 
- 

 

 
- 

 
80 

 
80,50 

 

82 

 

83 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

 
5.1 Arah Kebijakan dan Strategi DPPKB Kota Bandung 

Arah kebijakan dan strategi DPPKB Kota Bandung secara umum mengacu pada 

arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2021-2023, 

terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas 

(PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus 

penggarapan Pembangunan Nasional Kota Bandung periode 2021-2023. 

Adapun arah kebijakan dan strategi DPPKB adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Hidup Sehat dan 

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk melalui strategi: 

1) Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Penyuluhan 

dan Penggerakan 

2) Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Keluarga 

Berencana 

3) Kriteria Kampung Keluarga Berkualitas Lingkup Ketahanan 

dan Kesejahteraan Keluarga 

4) Rumah Dataku Aktif. 

5) Sekolah Siaga Kependudukan Aktif 

6) Angka Pemakaian Kontrasepsi/mCPR 

7) Cakupan Kebutuhan KB yang Belum Terpenuhi (Unmeet Need) 

8) Cakupan laporan kependudukan dan keluarga melalui aplikasi 

SR BKKBN yang akurat dan tepat waktu 

a. Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui strategi: 

1) Nilai Variabel Ibangga lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan 

Keluarga 

2) Nilai Variabel Ibangga lingkup Penyuluhan dan Penggerakan
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Berbagai arah kebijakan dan strategi DPPKB sebagaimana tersebut diatas 

tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi 

Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya: 

 

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga  

Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk 

meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan 

Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan 

Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat 

diwujudkan melalui strategi: 

a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui 

pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis 

teknologi informasi; 

b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan 

Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai 

input/masukan atas rumusan kebijakan; 

c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang 

pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat 

kelembagaan. 

 

2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Umemiliki arah 

kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam 

mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat 

diwujudkan melalui strategi: 

a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan 

dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana; 

b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; 

c. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran; 

d. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian 

dan Pengembangan SDM Aparatur; dan penyediaan

 pelayanan administrasi perkantoran dan

 kerumah- tanggaan yang berkualitas.



52 | P a g e 

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan 
Pembangunan Penelitian dan 

Pengembangan Kota Bandung 

20
1 

 

 

. 

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat 

Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas 

Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui 

strategi: 

a. mendorong pengelolaan keuangan DPPKB secara tertib, taat 

pada 

peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif; 

b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara 

efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan 

Perwakilan BKKBN Provinsi; 

c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala DPPKB 

dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon 

I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan 

d. mendorong pencapaian sasaran strategis DPPKB secara 
efektif dan 

efisien. 

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi DPPKB sebagaimana 

terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, DPPKB akan terus 

memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional 

serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi 

pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah 

Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden 

(Inpres) No9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas 

sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh 

Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. DPPKB 

berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) 

mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana 

serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi 

Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender. 

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan DPPKB Kota Bandung 
 

 
VISI : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis  

MISI I : Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya 
saing 

 

Tujua
n 

Sasaran Strateg
i 

Arah Kebijakan 

Membangun Masyarakat 
Kota Bandung yang 
Mandiri dengan Jaminan 

Pendidikan, Kesehatan dan 
Sosial Budaya yang 
Bermutu, Adil, dan Merata 
Berdasarkan Nilai Agama 

Meningkatnya 
Derajat Kesehatan 
Masyarakat 

Meningkatnya  

Pengendalian Penduduk dan kualitas 
Keluarga 

Meningkatnya 
Partisipasi Masyarakat 
Hidup Sehat dan 

Terkendalinya Laju 
Pertumbuhan 
Penduduk 

 

 

Meningkatnya 
Masyarakat Kota 

yang Humanis 

Meningkatnya ketahanan keluarga Meningkatnya 
ketahanan 
keluarga 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA 
PENDANAAN 

 

6.1 Perencanaan Program dan Kegiatan 

Rencana Strategis (Perubahan Renstra) DPPKB 2021-2023 memprioritaskan 

indicator Sasaran Strategis yang harus dicapai secara Kota Bandung, akan 

tetapi capaian tingkat nasional juga tidak terlepas dari pencapaian 

target/sasaran di seluruh tingkatan wilayah. Untuk menjamin penggarapan 

Program dan Kegiatan Prioritas yang disusun dalam upaya pencapaian Sasaran 

Strategis tersebut dapat diimplementasikan secara baik di seluruh tingkatan 

wilayah diperlukan pemetaan target Sasaran Strategis Kota Bandung serta 

pemetaan potensi yang dapat menjadi focus penggarapan di setiap wilayah 

(Provinsi). Pemetaan fokus penggarapan wilayah dalam Perubahan Renstra 

DPPKB ini bersifat acuan dasar pengembangan kebijakan dan strategi Perubahan 

Renstra per-Unit Kerja Eselon II  (UKE I) dan Unit Kerja Eselon III (UKE III) 2021-

2023, baik Pemerintah Kota Bandung maupun Perwakilan BKKBN Provinsi. 

Selain itu, pemetaan wilayah ini dapat dikembangkan secara lebih spesifik 

sampai tingkat intervensi yang paling bawah. Pemetaan fokus penggarapan 

Program Bangga Kencana dalam Perubahan Renstra DPPKB 2021-2023 secara 

garis besar dikelompokan sebagai berikut: 

a. Pemetaan Target Indikator Sasaran Strategis 

Penetapan target Sasaran Strategis di dalam dokumen Perubahan Renstra ini 

berdasarkan sumber data baseline SDKI 2017 dan Proyeksi Penduduk Kota 

Bandung Tahun 2015-2045 serta sumber data lainnya yang terpercaya. 

Adapun hasil penetapan target Sasaran Strategis Kota Bandung dapat dilihat 

pada Tabel-Tabel di bawah ini:
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1. Cakupan Kampung Keluarga Berkualitas Paripurna, Mandiri, dan 

Berkembang 

No 
Strategi/ 

SASARAN 

Indikator 

Strategi 

Kondisi 

Awal 
Target 

Satuan 

2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatny
a  

Pengendalia

n Penduduk 

dan kualitas 

Keluarga 

Cakupan 
Kampung 

Keluarga 

Berkualitas 

Paripurna, 

Mandiri, dan 

Berkembang 

33,33 35,38 38,10 39,68 persen 

 

 

 

2. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) maksimum 

No 
Strategi/ 

SASARAN 

Indikator 

Strategi 

Kondisi 

Awal 
Target 

Satuan 

2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatny

a  

Pengendalia

n Penduduk 

dan kualitas 
Keluarga 

 Total Fertility 

Rate (TFR) 

Maksimum  

1,97 2,00 2,00 2,00 persen 

 

 

 

3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 

Indikator ini dikembangkan untuk menangkap dinamika 

pembangunan keluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam 

upaya peningkatan kualitas keluarga Kota Bandung. Dalam 

indikator ini, kualitas keluarga dicirikan dengan dimensi 

ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. 

Indikator ini digunakan untuk mengukur 
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keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun 

kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait 

kualitas keluarga, serta sebagai acuan dalam menyusun program/ 

kegiatan yang dibutuhkan. Pencapaian indikator ini merupakan 

salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan Keluarga Kota 

Bandung yang berkontribusi dalam mewujudkan Sumber Daya 

Manusia Kota Bandung yang unggul dan memiliki daya saing tinggi. 

 

No 
Strategi/ 

SASARAN 

Indikator 

Strategi 

Kondisi 

Awal 
Target 

Satuan 

2020 2021 2022 2023 

1 Meningkatny

a ketahanan 

keluarga 

Indeks 

Pembangunan 

Keluarga 

(Ibangga) 

N/A - 55.84 56.84 persen 

 

 
Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan 

sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung sebagai upaya 

untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah 

ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan 

pula sebagai program kerja dan atau Rencana Strategis yang akan datang yang dijadikan sebagai 

pedoman operasional. 

Jumlah program dan kegiatan di lingkup DPPKB pada akhir tahun perencanaan periode 

2013- 2018 selalu mengalami perkembangan/perubahan. Berikut adalah program dan kegiatan 

di lingkup DPPKB yang akan dilaksanakan pada periode 2018-2023 yang dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini.
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana 
 

 
 
 

 
 
 

Tujuan 

 
 
 

 
 
 

Sasaran 

 
 
 

 
 
 

Kode 

 
 
 

 
 

 
Program 

dan 

Kegiatan 

 
 
 

 
 

Indikator 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran, 

Program 
(Outcome) dan 

Kegiatan 
(Output) 

 
 
 

 
 

Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 
Perencanaa

n 

 
 
 

 
 
 

Satuan 

 

 
Target Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

 
 
 

 
 

Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggun
g jawab 

 
 
 

 
 
 

Lokasi 

 

 

 
201

9 

 

 

 
202

0 

 

 

 
202

1 

 

 

 
202

2 

 

 

 
202

3 

 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 

Meningkatny

a 
Pengendalia

n Penduduk 
Melalui 

Keluarga 
yang 

Berkualitas 

  Program 

Pelayanan 
Administra

si 
Perkantora

n 

Cakupan 

Pelayanan 
Administra

si 
Perkantora

n 

 
 

100 

 
 

Persen 

 
 

100 

 
4
.0

2
2
.0

0
7
.5

5

1
 

 
 

100 

 
3
.3

4
9
.0

7
3
.9

9

7
 

 
 

100 

 
3
.4

4
0
.5

9
3
.0

7

4
 

 
 

100 

 
3
.5

3
1
.4

6
3
.3

9

5
 

 
 

100 

 
3
.5

2
9
.7

2
3
.4

9

6
 

 
 

100 

 
3
.5

2
9
.7

3
2
.4

9

6
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 

Bandun
g 

  Kegiatan 
Penyediaan 

Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Jasa 

Komunikasi, 
Sumber Daya 

Air dan Listrik 

 

 
1 

 

 
Laporan 

 

 
1 

 
1
5

2
,1

0
3

,3
6

0
 

 

 
1 

 
1
2

6
,6

5
4

,5
1

3
 

 

 
1 

 
1
3

0
,1

1
5

,5
6

1
  

 
1 

 
1
3

3
,5

5
2

,0
7

4
 

 

 
1 

 
1
3

3
,4

8
6

,6
1

5
 

 

 
1 

 
1
3

3
,4

8
6

,6
1

5
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan 

Penyediaan 

Jasa Peralatan 
dan 
Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah 

Laporan 

Penyediaan 
Jasa Peralatan 
dan 

Perlengkapan 
Kantor 

 
 

3 

 
 

Jenis 

 
 

3 
 

6
1

,2
8
9

,5
0
2
 

 
 

3 

 
5
1

,0
3
4

,9
8
1
 

 
 

3 

 
5
2
,4

2
9
,5

9
7
 

 
 

3 

 
5
3

,8
1
4

,3
2
8
 

 
 

3 

 
5
3

,7
8
7

,9
5
1
 

 
 

3 

 
5
3

,7
8
7

,9
5
1
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 

Bandun

g 

  Kegiatan 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan 

dan Perizinan 
Kendaraan 
Dinas/Operasion
al 

Jumlah 
Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 

Perizinan 
Kendaraan 

Dinas/Operasion
al 

 

 
90 

 

 
Unit 

 

 
90 

 
1
0

3
,4

8
2

,0
0

0
  

 
112 

 
8
6

,1
6
8

,1
3
1
  

 
112 

 
8
8
,5

2
2
,8

2
0
  

 
112 

 
9
0

,8
6
0

,8
1
8
  

 
112 

 
9
0

,8
1
6

,2
8
4
  

 
112 

 
9
0

,8
1
6

,2
8
4
 Kasubag 

Umum dan 
Kepegawaian 

Kota 
Bandun
g 
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Tujuan 

 
 

 
 
 
 

Sasaran 

 
 

 
 
 
 

Kode 

 
 

 
 
 

 
Program 

dan 

Kegiatan 

 
 

 
 
 

Indikator 

Kinerja, Tujuan, 

Sasaran, 
Program 

(Outcome) dan 
Kegiatan 

(Output) 

 
 

 
 
 

Data 

Capaian 

pada Tahun 
Awal 

Perencanaa
n 

 
 

 
 
 
 

Satuan 

 

 
Target Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

 
 

 
 
 

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 
Penanggun

g jawab 

 
 

 
 
 
 

Lokasi 

 

 

 
201
9 

 

 

 
202
0 

 

 

 
202
1 

 

 

 
202
2 

 

 

 
202
3 

 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir Periode 
Renstra 

Perangkat 

Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

   Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan 

Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan 

Kantor 

 
 

3 

 
Jasa 

Bulana
n 

 
 

3 

 
1
0

9
,8

0
0

,0
0

0
 

 
 

3 

 
9
1
,4

2
9
,0

4

9
 

 
 

3 

 
9
3
,9

2
7
,5

0

1
 

 
 

3 

 
9
6
,4

0
8
,2

4

3
 

 
 

3 

 
9
6
,3

6
0
,9

9

0
 

 
 

3 

 
9
6
,3

6
0
,9

9

0
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan 
Penyediaan 

Jasa 
Perbaikan 

Peralatan Kerja 

Jumlah Unit 

Peralatan Kerja 

yang Diperbaiki 

 
 

5 

 
 

Unit/Jen
is 

 
 

5 

 
4
5
,4

0
0
,0

0

0
 

 
 

5 

 
3
7
,8

0
3
,9

9

7
 

 
 

5 

 
3
8
,8

3
7
,0

5

4
 

 
 

5 

 
3
9
,8

6
2
,7

8

9
 

 
 

5 

 
3
9

,8
4
3

,2
5

1
 

 
 

5 

 
3
9

,8
4
3

,2
5

1
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan 
Penyediaan 

Alat Tulis 
Kantor 

Jumlah 
Laporan 

Bulanan 
Penyediaan 

Alat Tulis 
Kantor 

 
 

12 

 
 

Laporan 

 
 

12 

 
2
2
3
,0

0
9
,5

9
3
 

 
 

12 

 
1
8

5
,6

9
7

,2
2

2
  

 
12 

 
1
9

0
,7

7
1

,7
1

1
 

 
 

12 

 
1
9

5
,8

1
0

,2
2

8
  

 
12 

 
1
9

5
,7

1
4

,2
5

4
  

 
12 

 
1
9

5
,7

1
4

,2
5

4
 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan 
Penyediaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

Jumlah Laporan 
Pengadaan 

Barang Cetakan 

dan 

Penggandaan 

 
 

1 

 
 

Laporan 

 
 

1 

 
1
6

7
,2

4
8

,0
0

0
 

 
 

1 

 
1
3

9
,2

6
5

,2
6

0
 

 
 

1 

 
1
4

3
,0

7
0

,9
1

7
 

 
 

1 

 
1
4

6
,8

4
9

,5
9

7
 

 
 

1 

 
1
4

6
,7

7
7

,6
2

1
 

 
 

1 

 
1
4

6
,7

7
7

,6
2

1
 

Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan 
Penyediaan 

Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang

an Bangunan 
Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 

Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerang

an Bangunan 
Kantor 

 

 
1 

 

 
Laporan 

 

 
1 

 
3
0
,2

8
0
,7

6
0
  

 
1 

 
2
5

,2
1
4

,4
0
0
  

 
1 

 
2
5
,9

0
3
,4

2
6
  

 
1 

 
2
6
,5

8
7
,5

6
7
  

 
1 

 
2
6
,5

7
4
,5

3
6
  

 
1 

 
2
6
,5

7
4
,5

3
6
 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 

Tangga 

Jumlah Laporan 
Penyediaan 
Peralatan Rumah 

Tangga 

 
 

1 

 
 

Laporan 

 
 

1 

 
9
4

,2
9
5

,1
0

0
 

 
 

1 

 
7
8

,5
1
8

,3
1

8
 

 
 

1 

 
8
0
,6

6
3
,9

6

3
 

 
 

1 

 
8
2
,7

9
4
,3

9

8
 

 
 

1 

 
8
2

,7
5
3

,8
1

7
 

 
 

1 

 
8
2

,7
5
3

,8
1

7
 

Kasubag 
Umum dan 
Kepegawaian 

Kota 
Bandun
g 
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Tujuan 

 

 
 
 
 

 

Sasaran 

 

 
 
 
 

 

Kode 

 

 
 
 
 

 
Program 

dan 
Kegiatan 

 

 
 
 
 

Indikator 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran, 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan 
(Output) 

 

 
 
 
 

Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 

Perencanaa

n 

 

 
 
 
 

 

Satuan 

 

 
Target Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

 

 
 
 
 

Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggun

g jawab 

 

 
 
 
 

 

Lokasi 

 
 

 
201

9 

 
 

 
202

0 

 
 

 
202

1 

 
 

 
202

2 

 
 

 
202

3 

 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir Periode 

Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

   Kegiatan 

Penyediaan 
Bahan Bacaan 

dan Peraturan 
Perundang- 

undangan 

Jumlah Laporan 

Penyediaan 
Bahan Bacaan 

dan Peraturan 
Perundang- 

undangan 

 

 

1 

 

 

Laporan 

 

 

1 

 
3
9
,0

7
2
,0

0

0
 

 

 

1 

 
3
2
,5

3
4
,7

5

2
 

 

 

1 

 
3
3

,4
2
3

,8
1

9
 

 

 

1 

 
3
4
,3

0
6
,5

8

3
 

 

 

1 

 
3
4
,2

8
9
,7

6

9
 

 

 

1 

 
3
4
,2

8
9
,7

6

9
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 

Bandun
g 

  Kegiatan 
Penyediaan 

Makanan dan 
Minuman 

Jumlah 
Laporan 

Penyediaan 
Makanan dan 

Minuman 

 

 
1 

 

 
Laporan 

 

 
1 

 
3
8
2
,2

5
8
,4

0

0
 

 

 
1 

 
3
1

8
,3

0
1

,6
5

7
 

 

 
1 

 
3
2
6
,9

9
9
,7

8

5
 

 

 
1 

 
3
3
5
,6

3
6
,2

5

4
 

 

 
1 

 
3
3

5
,4

7
1

,7
4

6
 

 

 
1 

 
3
3

5
,4

7
1

,7
4

6
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan Rapat- 
rapat 

Koordinasi dan 
Konsultasi ke 
Luar Daerah 

Jumlah Laporan 
Koordinasi dan 

Konsultasi ke 
Luar Daerah 

 

 
1 

 

 
Laporan 

 

 
1 

 
6
7
6
,7

6
9
,0

0

0
 

 

 
1 

 
5
6
3
,5

3
6
,8

4

8
 

 

 
1 

 
5
7
8
,9

3
6
,4

4

0
 

 

 
1 

 
5
9
4
,2

2
6
,8

6

8
 

 

 
1 

 
5
9

3
,9

3
5

,6
1

6
 

 

 
1 

 
5
9

3
,9

3
5

,6
1

6
 

Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Tenaga 

Pendukung 

Administrasi 

Perkantoran/Tekn
is 
Perkantoran 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Tenaga 

Pendukung 

Administrasi 

Perkantoran/Tekn
is Perkantoran 

 

 

7 

 

 

Orang 

 

 

7 

 
1

,7
5

3
,9

9
9
,8

3
6
  

 

7 

 
1

,4
6

0
,5

3
3
,1

2
1
  

 

7 

 
1

,5
0

0
,4

4
4
,6

4
4
  

 

7 

 
1
,5

4
0
,0

7
3
,2

4
4
  

 

7 

 
1

,5
3

9
,3

1
8
,3

9
8
  

 

7 

 
1

,5
3

9
,3

1
8
,3

9
8
 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 

Bandun
g 

  Kegiatan 
Penyediaan 
Jasa 

Pengamanan 
Kantor 

Jumlah 
Jasa 
Pengamana

n Kantor 

 
 

2 

 
 

Orang 

 
 

2 

 
7
3
,2

0
0
,0

0

0
 

 
 

2 

 
6
0
,9

5
2
,6

9

9
 

 
 

2 

 
6
2

,6
1
8

,3
3

4
 

 
 

2 

 
6
4

,2
7
2

,1
6

2
 

 
 

2 

 
6
4
,2

4
0
,6

6

0
 

 
 

2 

 
6
4
,2

4
0
,6

6

0
 

Kasubag 
Umum dan 
Kepegawaian 

Kota 
Bandun
g 
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Tujuan 

 

 
 
 
 

 

Sasaran 

 

 
 
 
 

 

Kode 

 

 
 
 
 

 
Program 

dan 
Kegiatan 

 

 
 
 
 

Indikator 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran, 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan 
(Output) 

 

 
 
 
 

Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 

Perencanaa

n 

 

 
 
 
 

 

Satuan 

 

 
Target Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

 

 
 
 
 

Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggun

g jawab 

 

 
 
 
 

 

Lokasi 

 
 

 
201

9 

 
 

 
202

0 

 
 

 
202

1 

 
 

 
202

2 

 
 

 
202

3 

 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir Periode 

Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

   Kegiatan 

Penyediaan Jasa 
Kebersihan, 

Pengamanan dan 
Pengemudi 

Kendaraan 
Operasional Kantor 

Jumlah Jasa 

Tenaga 
Pengemudi 

Kendaraan 
Operasional 

Kantor 

 

 

3 

 

 

Orang 

 

 

3 

 
1
0
9
,8

0
0
,0

0

0
 

 

 

3 

 
9
1
,4

2
9
,0

4
9
 

 

 

3 

 
9
3
,9

2
7
,5

0
1
 

 

 

3 

 
9
6
,4

0
8
,2

4
3
 

 

 

3 

 
9
6
,3

6
0
,9

9
0
 

 

 

3 

 
9
6
,3

6
0
,9

9
0
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 

Bandun
g 

  Program 

Peningkatan 

Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

Persentase 

Sarana dan 

Prasarana Dalam 
Kondisi Baik 

 
 

100 

 
 

Persen 

 
 

100 

 9
6
2
.9

9
3
0
.8

6
1
 

 
 

100 

 
8
0
1
.8

2
0
.1

5

2
 

 
 

100 

 8
2
3
.7

3
1
.2

3

6
 

 
 

100 

 
8
4
5
.4

8
6
.9

9

7
 

 
 

100 

 
8
4
5
.0

7
2
.5

9

3
 

 
 

100 

 8
4
5
.0

7
2
.5

9

3
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 

Bandun

g 

  Kegiatan 
Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 
Gedung Kantor 

Jumlah 
Laporan 

Pemeliharaan 
Rutin/Berkal

a Gedung 
Kantor 

 
 

1 

 
 

Laporan 

 
 

1 

 
1
4

7
,2

1
6

,3
9

7
  

 
1 

 
1
2

2
,5

8
5

,2
0

2
  

 
1 

 
1
2

5
,9

3
5

,0
4

8
  

 
1 

 
1
2

9
,2

6
1

,1
4

9
 

 
 

1 

 
1
2

9
,1

9
7

,7
9

3
  

 
1 

 
1
2

9
,1

9
7

,7
9

3
 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Kegiatan 
Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 
Kendaraan 

Dinas/Operasion
al 

Jumlah 
Kendaraan 

Dinas/Operasion
al yang 

Terpelihara 

 
 

90 

 
 

unit 

 
 

90 

 
8
1

5
,7

1
4

,4
6

4
  

 

112 

 
6
7

9
,2

3
4

,9
5

1
  

 

112 

 
6
9

7
,7

9
6

,1
8

7
  

 

112 

 
7
1

6
,2

2
5

,8
4

8
  

 

112 

 
7
1

5
,8

7
4

,8
0

0
  

 

112 

 
7
1

5
,8

7
4

,8
0

0
 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 

  Program 

Peningkatan 

Disiplin 

Aparatur 

Persentase 
Pemenuha

n 
Prasarana 

Kedisiplina
n Pegawai 

 
 

100 

 
 

Persen 

 
 

100 

 
1
2
8
,0

0
0
,0

0
0
  

 

100 

 
1
2
8
,0

0
0
,0

0
0
  

 

100 

 
1
0
9
,4

9
6
,5

4
1
  

 

100 

 
1
1
2
,3

8
8
,4

8
0
  

 

100 

 
1
1
2
,3

3
3
,3

9
4
  

 

100 

 
1
1
2
,3

3
3
,3

9
4
 Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 

Bandun

g 

  Kegiatan 
Pengadaan 

Pakaian Dinas 
Berserta 

Perlengkapannya 

Jumlah Pakaian 
Dinas Berserta 

Perlengkapannya 

 

 
150 

 

 
stel 

 

 
150 

 
1
2

8
,0

0
0

,0
0

0
 

 

 
150 

 
1
2
8
,0

0
0
,0

0

0
 

 

 
150 

 
1
0

9
,4

9
6

,5
4

1
 

 

 
150 

 
1
1

2
,3

8
8

,4
8

0
 

 

 
150 

 
1
1

2
,3

3
3

,3
9

4
 

 

 
150 

 
1
1

2
,3

3
3

,3
9

4
 

Kasubag 
Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 
Bandun

g 
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20
1 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Tujuan 

 

 
 
 
 

 

Sasaran 

 

 
 
 
 

 

Kode 

 

 
 
 
 

 
Program 

dan 
Kegiatan 

 

 
 
 
 

Indikator 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran, 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan 
(Output) 

 

 
 
 
 

Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 

Perencanaa

n 

 

 
 
 
 

 

Satuan 

 

 
Target Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

 

 
 
 
 

Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggun

g jawab 

 

 
 
 
 

 

Lokasi 

 
 

 
201

9 

 
 

 
202

0 

 
 

 
202

1 

 
 

 
202

2 

 
 

 
202

3 

 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir Periode 

Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

   Program 

Peningkatan 
Kapasitas 

Sumber Daya 
Aparatur 

Persentase 

Sumber Daya 
Aparatur 

Memiliki 
Kompetensi 

Sesuai Dengan 
Bidangnya 

 

 

100 

 

 

Persen 

 

 

100 

 
1
3

6
,7

0
0
,0

0
0
 

 

 

100 

 
1
1

3
,8

2
8
,3

3
3
 

 

 

100 

 
1
1

6
,9

3
8
,8

8
4
 

 

 

100 

 
1
2

0
,0

2
7
,3

8
4
 

 

 

100 

 
1
1

9
,9

6
8
,5

5
5
 

 

 

100 

 
1
1

9
,9

6
8
,5

5
5
 

Kasubag 

Umum dan 

Kepegawaian 

Kota 

Bandun
g 

  Kegiatan 
Pembinaan 
Kinerja Aparatur 

Jumlah Peserta 
Pembinaan 
Kinerja Aparatur 

 
 

150 

 
 

Orang 

 
 

150 

 
1
3

6
,7

0
0

,0
0

0
 

 
 

150 

 
1
1

3
,8

2
8

,3
3

3
 

 
 

150 

 
1
1

6
,9

3
8

,8
8

4
 

 
 

150 

 
1
2

0
,0

2
7

,3
8

4
 

 
 

150 

 
1
1

9
,9

6
8

,5
5

5
 

 
 

150 

 
1
1

9
,9

6
8

,5
5

5
 

Kasubag 
Umum dan 
Kepegawaian 

Kota 
Bandun
g 

  Program 
Pengelolaan Data 

dan Informasi 
Perangkat Daerah 

Cakupan 
Pengelolaan Data 

dan Informasi 

 

100 

 

Persen 

 

100 

 1
4

0
,9

1
5

,0
0

0
 

 

100 

 1
1

7
,3

3
8

,1
0

9
 

 

100 

 1
2

0
,5

4
4

,5
7

1
 

 

100 

 1
2

3
.7

2
8

.3
0

2
 

 

100 

 1
2

3
.6

6
7

.6
5

8
 

 

100 

 1
2

3
.6

6
7

.6
5

8
 

Kasubag 
Program, Data 

dan Informasi 

Kota 
Bandun

g 

  Pengembangan 
Database 

Terpadu dan 
Sistem 

Informasi 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Pengembanga

n Laporan dan 
Sistem 

Informasi 

 

20 

 

Dokume
n 

 

20 

 
1
4

0
,9

1
5

,0
0

0
  

20 

 
1
1

7
,3

3
8

,1
0

9
  

20 

 
1
2

0
,5

4
4

,5
7

1
  

20 

 
1
2

3
.7

2
8

.3
0

2
  

20 

 
1
2

3
.6

6
7

.6
5

8
  

20 

 1
2

3
.6

6
7

.6
5

8
 Kasubag 

Program, Data 

dan Informasi 

Kota 
Bandun

g 

Meningkatny

a Keluarga 

Berencana 

 Program Keluarga 

Berencana 

Persentase 

Peserta KB Aktif 
 
 

N/A 

 
 

Persen 

 
 

72.29 

 
4
7

0
.7

7
0
.5

0
0
 

 
 

73.00 

 
5
1

7
.8

4
7
.5

5
0
 

 
 

73.50 

 
5
6

9
.6

3
2
.3

0
5
 

 
 

74,00 

 
6
2

6
.5

9
5
.5

3
6
 

 
 

74,50 

 
6
8

9
.2

5
5
.0

8
9
 

 
 

74.50 

 
6
8

9
.2

5
5
.0

8
9
 

Bidang 

Keluarga 

Berencana 

Kota 

Bandun
g 

 Kegiatan 

Jaminan 
Pelayanan 

Keluarga 
Berencana 

Jumlah Peserta 

KB Baru 
 
 

2500 

 
 

Orang 

 
 

2500 

 
2
0
9
,2

4
0
,0

0

0
 

 
 

250 
 

2
3

0
,1

6
4

,0
0

0
 

 
 

250 

 
2
5

3
,1

8
0

,4
0

0
 

 
 

250 

 
2
7
8
,4

9
8
,4

4

0
 

 
 

250 

 
3
0
6
,3

4
8
,2

8

4
 

 
 

3500 

 
3
0
6
,3

4
8
,2

8

4
 

Kasie Jaminan 

Pelayana 

Kota 

Bandun
g 
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20
1 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Tujuan 

 

 
 
 
 

 

Sasaran 

 

 
 
 
 

 

Kode 

 

 
 
 
 

 
Program 

dan 
Kegiatan 

 

 
 
 
 

Indikator 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran, 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan 
(Output) 

 

 
 
 
 

Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 

Perencanaa

n 

 

 
 
 
 

 

Satuan 

 

 
Target Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

 

 
 
 
 

Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggun

g jawab 

 

 
 
 
 

 

Lokasi 

 
 

 
201

9 

 
 

 
202

0 

 
 

 
202

1 

 
 

 
202

2 

 
 

 
202

3 

 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir Periode 

Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

   Kegiatan 

Pembinaan dan 
Peningkatan 

Kepesertaan KB 

Jumlah Motivator 

Akseptor KB 
Lestari 

 

 
90 

 

 
Pasanga
n 

Aksepto
r 

 

 
90 

 
1
6

8
,4

6
2

,5
0

0
 

 

 
90 

 
1
8

5
,3

0
8

,7
5

0
 

 

 
90 

 
2
0

3
,8

3
9

,6
2

5
 

 

 
90 

 
2
2

4
,2

2
3

,5
8

8
 

 

 
90 

 
2
4

6
,6

4
5

,9
4

6
 

 

 
90 

 
2
4

6
,6

4
5

,9
4

6
 

Kasie 

Pembinaan 
dan 

Peningkatan 
Kepesertaan 

KB 

Kota 

Bandun
g 

 Kegiatan 
Pengendalian 
Distribusi Alat 

Obat 
Kontrasepsi 

Jumlah 
Faskanyes yang 
Mendapatkan 

Distribusi Alat 
Obat 

Kontrasepsi 

 
 

83 

 
 
Fasyankes 

 
 

83 

 
9
3
,0

6
8
,0

0
0
 

 
 

85 

 
1
0
2
,3

7
4
,8

0
0
 

 
 

86 

 
1
1

2
,6

1
2

,2
8

0
 

 
 

87 

 
1
2
3
,8

7
3
,5

0
8
 

 
 

88 

 
1
3
6
,2

6
0
,8

5
9
 

 
 

88 

 
1
3
6
,2

6
0
,8

5
9
 

Kasie 
Pengendalia
n Distribusi 

Alat Obat 
Kontraseps

i 

Kota 
Bandun
g 

  Kegiatan 
Bantuan 

Operasional KB 
(DAK Non 
Fisik) 

Jumlah 
Bantuan DAK 

Non Fisik yang 
di faslitasi 

 
 

1 

 
 

Laporan 

 
 

1 

 4
.3

9
2

.3
6

9
.0

0

0
 

            

  Kegiatan Sub 

Bidang KB (DAK 

Fisik) 

Jumlah Bantuan 

DAK Fisik yang di 

faslitasi 

 
 

1 

 
 
Laporam 

 
 

1 

 1
.3

3
9

.6
7

5
.0

0

0
 

            

Meningkatny
a 

Ketahanan 
Keluarga 

 Program 
Ketahanan 

Keluarga 

Persentase 
Kelompok 

Tribina Aktif 

 

71.06 

 

Persen 

 

71.06 

 8
0
8
.5

3
4
.0

0

0
 

 

74.56 

 6
7
3
.0

5
5
.8

7

0
 

 

78.26 

 6
9
1
.6

5
3
.7

1

9
 

 

82.16 

 7
0
9
.9

2
1
.1

5

0
 

 

86.26 

 
7
0
9
.5

7
3
.1

9

1
 

 

86.26 

 7
0
9
.5

7
3
.1

9

1
 

Bidang 
Ketahana

n 
Keluarga 

Kota 
Bandun

g 

 Kegiatan 

Pemberdayaan 

Keluarga Sejahtera 

Jumlah 
Pembinaan 

Anggota UPPKS 
yang ber-KB 

Mandiri 

 
2504 

 
 

Orang 

 
 

2504 

 
3
9

4
,1

1
0

,0
0

0
 

 
 

10 
 

3
2

8
,1

7
0

,3
3

2
 

 
 

10 

 
3
3

7
,1

3
8

,1
3

8
 

 
 

10 

 
3
4
6
,0

4
2
,3

7

4
 

 
 

10 

 
3
4
5
,8

7
2
,7

6

5
 

 
 

2544 

 
3
4
5
,8

7
2
,7

6

5
 

Kasie 
Pemberdayaan 

Keluarga 
Sejahtera 

Kota 
Bandun

g 

 Kegiatan 

Ketahanan 
Remaja 

Jumlah 

Kelompok PIK-R 
yang dibina 

60 Kelompok 
60 

 2
4
9
,1

5
 

2
,0

0
0
 

75 

 2
0
7
,4

6
 

5
,6

6
8
 

89 

 2
1
3
,1

3
 

5
,0

1
6
 

103 

 2
1
8
,7

6
 

117 

 2
1
8
,6

5
 

117 

 2
1
8
,6

5
 

6
,9

5
2
  Kota 

Bandun
g 
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20
1 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Tujuan 

 

 
 
 
 

 

Sasaran 

 

 
 
 
 

 

Kode 

 

 
 
 
 

 
Program 

dan 
Kegiatan 

 

 
 
 
 

Indikator 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran, 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan 
(Output) 

 

 
 
 
 

Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 

Perencanaa

n 

 

 
 
 
 

 

Satuan 

 

 
Target Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

 

 
 
 
 

Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggun

g jawab 

 

 
 
 
 

 

Lokasi 

 
 

 
201

9 

 
 

 
202

0 

 
 

 
202

1 

 
 

 
202

2 

 
 

 
202

3 

 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir Periode 

Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

                   Kasie 

Ketahana
n 
Remaja 

 

 Kegiatan 
BKB, BKL, 

BKR 

Jumlah Anggota 
Tribina (BKB, 

BKR, BKL) yang 
Mendapatkan 

Pembinaan dan 
Ber-KB 

 

 
20730 

 

 
Orang 

 

 
30 

 
1
6
5
.2

7
2
.0

0
0
 

 

 
30 

 
1
3
7
,6

1
9
,8

7
0
 

 

 
30 

 
1
4
1
,3

8
0
,5

6
5
 

 

 
30 

 
1
4
5
,1

1
4
,6

0

0
 

 

 
30 

 
1
4
5
.0

4
3
.4

7
4
 

 

 
20880 

 
1
4
5
.0

4
3
.4

7
4
 

Kasie Balita, 
Anak dan 

Lansia 

Kota 
Bandun

g 

Meningkatny
a Promosi 
Keluarga 

Berencana 

 Program 
Promosi 
Keluarga 

Berencana 

Jumlah peserta 
KB baru 

 
2000 

 
Orang 

 
2500 

 
1
.0

0
3
.0

0
4
.0

0

0
 

 
2625 

 
5
8

5
.3

8
2
.3

9
6
 

 
2757 

 
6
0

1
,3

7
8
,9

5
4
 

 
2895 

 
6
1

7
,2

6
2
,1

1

6
 

 
3040 

 
6
1

6
,9

5
9
,5

7
4
 

 
3040 

 
6
1

6
,9

5
9
,5

7
4
 

Bidang 
Promosi 
Keluarga 

Berencana 

Kota 
Bandun
g 

Jumlah 
Kampung KB 

Aktif 

 
15 

Kampun
g KB 

 
20 

 
31 

 
40 

 
49 

 
58 

 
58 

 Kegiatan 
Pendayagunaan 
Penyuluh dan 

Kader KB 

Persentase 

PKB dan PLKB 

yang 

didayagunaka

n 

 

100 

 

Persen 

 

100 

 
2
5
1
,9

0
2
,0

0
0
  

100 

 
1
4

7
,0

1
7

,3
5

6
  

100 

 
1
5

1
,0

3
4

,8
5

3
  

100 

 
1
5
5
,0

2
3
,8

7
0
  

100 

 
1
5
4
,9

4
7
,8

8
7
  

100 

 
1
5
4
,9

4
7
,8

8
7
 Kasie 

Pendayagunaa
n Penyuluh dan 

Kader KB 

Kota 
Bandun
g 

Persentase 
Pembantu 
Pembina KB 
Desa/Kelurahan 
yang 
didayagunakan 

 

100 

 

Persen 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 Kegiatan 

Penyuluhan, 
Komunikasi 
dan Edukasi 

(KIE) 

Jumlah 

Kegiatan 
Penyuluhan, 
Komunikasi 

dan Edukasi 
(KIE) 

 
 

30 

 
 

Kegiatan 

 
 

30 

 
5
0

6
,1

0
2

,0
0

0
 

 
 

30 
 

2
9
5
,3

7
5
,8

9
2
 

 
 

30 

 
3
0
3
,4

4
7
,5

3
5
 

 
 

30 

 
3
1

1
,4

6
1

,9
6

0
 

 
 

30 

 
3
1

1
,3

0
9

,3
0

1
 

 
 

30 

 
3
1

1
,3

0
9

,3
0

1
 

Kasie 

Penyuluhan, 
Komunikasi 
dan Edukasi 

(KIE) 

Kota 

Bandun
g 

 Kegiatan 
Advokasi dan 
Penggerakan 

Jumlah 
Kegiatan 
Advokasi 

 
30 Kec 

 
Kegiatan 

 
30 Kec 

 2
4
5
,0

0
0
,0

0
 

0
 

 
16 

 1
4
2
,9

8
9
,1

4
 

8
 

 
3 

 1
4
6
,8

9
6
,5

6
 

6
 

 
4 

 1
5
0
,7

7
6
,2

8
 

 
3 

 1
5
0
,7

0
2
,3

8
 

 
26 

 1
5
0
,7

0
2
,3

8
 

6
 

Kasie 
Advokasi dan 
Penggeraka

n 

Kota 
Bandun
g 
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20
1 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Tujuan 

 

 
 
 
 

 

Sasaran 

 

 
 
 
 

 

Kode 

 

 
 
 
 

 
Program 

dan 
Kegiatan 

 

 
 
 
 

Indikator 

Kinerja, Tujuan, 
Sasaran, 

Program 

(Outcome) dan 

Kegiatan 
(Output) 

 

 
 
 
 

Data 

Capaian 
pada Tahun 

Awal 

Perencanaa

n 

 

 
 
 
 

 

Satuan 

 

 
Target Kinerja Program dan Kerangka 

Pendanaan 

 

 
 
 
 

Unit Kerja 

Perangkat 
Daerah 

Penanggun

g jawab 

 

 
 
 
 

 

Lokasi 

 
 

 
201

9 

 
 

 
202

0 

 
 

 
202

1 

 
 

 
202

2 

 
 

 
202

3 

 

Kondisi 
Kinerja pada 

Akhir Periode 

Renstra 

Perangkat 
Daerah 

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 

    Jumlah 

Penggerakkan 

di Kampung KB 

  
Kegiatan 

   
15 

  
5 

  
5 

  
5 

  
30 

   

Meningkatny
a 

Pengendalia
n Penduduk 

 Program 
Pengendalian 

Penduduk 

Cakupan Data 
dan Informasi 

Kependudukan 
yang Akurat dan 

Tepat Waktu 

 

 
100 

 

 
Persen 

 

 
100 

 
8
5

7
.3

8
0
.0

0
0
 

 

 
100 

 
7
1

3
.9

2
9
.3

0
7
 

 

 
100 

 
7
3

3
.4

3
8
.6

2
6
 

 

 
100 

 
7
5

2
.8

0
9
.6

4
7
 

 

 
100 

 
7
5

2
.4

4
0
.6

6
8
 

 

 
100 

 
7
5

2
.4

4
0
.6

6
8
 

Program 
Pengendalian 

Penduduk 

Kota 
Bandun

g 

 Kegiatan 
Penyusunan 

Data dan 
Informasi 

Penduduk dan 
Keluarga 

Jumlah Dokumen 
Penyusunan Data 

dan Informasi 
Penduduk dan 
Keluarga 

 

12 

 

Dokume
n 

 

12 

 2
4

7
.5

3
0

.0
0

0
  

12 

 
2
0

6
,1

1
5

,0
5

0
  

12 

 
2
1

1
,7

4
7

,4
9

0
  

12 

 
2
1

7
.3

4
0

.0
0

3
  

12 

 
2
1

7
.2

3
3

.4
7

7
  

12 

 2
1

7
.2

3
3

.4
7

7
 Kasie Data dan 

Informasi 

Penduduk dan 
Keluarga 

Kota 
Bandun

g 

 Kegiatan 

Perumusan 
Penyebaran 
Penduduk dan 

Keluarga 

Draft Grand 

Design 
Pengendalian 
Kuantitas 

Penduduk 

  

Dokume

n 

 

1 

 
3
4
0
,2

6
0
,0

0
0
 

 

- 

 
2
8
3
,3

3
0
,1

2
9
 

 

- 

 
2
9
1
,0

7
2
,6

0
1
 

 

- 

 
2
9
8
,7

6
0
,1

8
9
 

 

- 

 2
9

8
.6

1
3

.7
5

5
 

 

1 

 2
9

8
.6

1
3

.7
5

5
 

Kasie 

Perumusan 
Penyebaran 
Penduduk 

dan 
Keluarga 

Kota 

Bandun
g 

Grand 
Design 
Pengendalia
n Kuantitas 
Penduduk 

  
Dokume

n 

 
- 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  

1 

 

Raperda 
Pengendalia
n Kuantitas 
Penduduk 

  
Dokume

n 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

 
1 

 
-  

1 

 

 Kegiatan 
Pembinaan 
Wawasan 

Kependudukan 

Jumlah Sekolah 
yang 
Mendapatkan 
Pembinaan 
Wawasan 
Kependudukan 

 

0 

 

Sekolah 

 

12 

 
2
6

9
.5

9
0

.0
0

0
  

12 
 

2
2

4
.4

8
4

.1
2

8
  

12 

 
2
3

0
.6

1
8

.5
3

5
  

12 

 
2
3

6
.7

0
9

.4
5

5
  

12 

 
2
3

6
.5

9
3

.4
3

5
  

60 

 2
3

6
.5

9
3

.4
3

5
 KasiePembinaa

n Wawasan 
Kependuduka

n 

Kota 
Bandun
g 
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6.2 Kerangka Pendanaan 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 

Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, pendekatan 

penganggaran diarahkan agar berbasis program (money follows program) melalui 

penganggaran berbasis kinerja. Kerangka pendanaan disusun guna 

pengintegrasian sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah 

maupun non-pemerintah, yang dimanfaatkan dalam rangka pencapaian sasaran 

pembangunan nasional. Rasionalisasi Kerangka Pendanaan DPPKB 2021-2023 

sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan penganggaran perlu berorientasi pada hasil dengan 

menetapkan prioritas Kota Bandung dan pengembangan aspek kewilayahan. 

Penentuan prioritas Kota Bandung sejalan dengan tema Rencana Kerja  

Pemerintah dan hasil evaluasi capaian indicator Perubahan Renstra DPPKB 

serta mempertimbangkan daya ungkit terhadap capaian Kota Bandung dan 

sasaran strategis; 

b. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) yang menjadi bahan 

pertimbangan besaran pagu anggaran dalam waktu tiga tahun kedepan 

perlu diperkuat. Reviu baseline yang menjadi dasar pengukuran efektifitas 

dan efisiensi anggaran DPPKB perlu memberikan input terhadap KPJM 

yang disusun. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja 

(value for money) dan penajaman anggaran berbasis kinerja berdasarkan 

kinerja tahun berjalan dan bukan terhadap realisasi; 

c. Transfer Ke Daerah Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan skema 

alternative kerangka pendanaan untuk meningkatkan kualitas layanan 

public dan mengurangi ketimpangan pelayanan public antar daerah. Skema 

alternative pendanaan Program Bangga Kencana yang diperuntukan bagi 

daerah dapat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik dalam 

bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), DAK Penugasan, 

dan/atau DAK Afirmasi. Penyaluran skema alternatif pendanaan tetap 

melalui proses sinkronisasi program/kegiatan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Arah 

Kebijakan dan Strategi, baik sinkronisasi antara RPJMN dan RPJMD, 

Perubahan Renstra, maupun sinkronisasi dalam penjabaran kegiatan pada 

RKP dan RKPD, serta tetap memperhatikan isu strategis program/ kegiatan 

Bangga Kencana dan sesuai dengan pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Provinsi dan Daerah; dan Skema hibah dalam dan luar negeri 

melalui mitra pembangunan juga dapat berkontribusi dan diberikan ruang 
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untuk pengembangan Program Bangga Kencana yang bersifat inovatif. 

Kerangka pendanaan melalui mitra non- Pemerintah (swasta) dan 

pemberdayaan masyarakat atau public private partnership (PPP) juga 

memiliki potensi besar dalam kerangka pendanaan.
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Mengingat eratnya kaitan antara Perubahan Renstra DPPKB Kota Bandung dengan Dokumen 

Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, maka dalam penyusunannya Dokumen 

Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan 

Renstra, artinya indikator kinerja DPPKB Kota Bandung harus diarahkan untuk mencapai 

target kinerja sesuai dengan kewenangan DPPKB yang telah dicantumkan  dalam target 

kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka 

pencapaian Misi Pemerintah Kota Bandung, DPPKB berkontribusi untuk mewujudkan seluruh 

Misi dalam RPJMD Tahun 2018 - 2023 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut: 

 
Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan 

Sasaran RPJMD Perubahan 
 

NO Indikator 

Kondisi 
Kinerja pada 

awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi 

Kinerja 
pada Akhir 

Periode 

RPJMD 

 

 

Tahun Tahun  Tahun Tahun Tahun Tahun 
 

2020 2019 2020 2021 2022 2023 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 

1 

Kriteria Kampung Keluarga 

Berkualitas Lingkup 

Penyuluhan dan 

Penggerakan 

                    

79,56  
- - 

80,56 81,56 82,56 82,56 

Persen  

2 

Kriteria Kampung Keluarga 

Berkualitas Lingkup 

Keluarga Berencana 

                    

89,23  
- - 

90,23 91,23 92,23 92,23 

Persen  

3 

Kriteria Kampung Keluarga 

Berkualitas Lingkup 

Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

                    

87,69  

- - 

88,69 89,69 90,69 90,69 

Persen 
 

4 
Rumah Dataku Aktif                     

24,62  - - 
      

24,62  

     

30,77  

     

36,92  

 36,92 

Persen  
 

5 
Sekolah Siaga 

Kependudukan Aktif 

                    

10,91  - - 
      

16,36  

     

23,64  

     

30,91  

 30,91 

Persen  
 

6 
Angka Pemakaian 

Kontrasepsi/mCPR 

76,24 
- - 

76,27 76,92 77,57 77,57 

Persen 
 

7 

Cakupan Kebutuhan KB 

yang Belum Terpenuhi 

(Unmeet Need) 

13,19 

- - 

13,00 12,00 11,00 11 Persen 
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NO Indikator 

Kondisi 

Kinerja pada 

awal periode 
RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun 
Kondisi 

Kinerja 

pada Akhir 

Periode 

RPJMD 

 

 

Tahun Tahun  Tahun Tahun Tahun Tahun 
 

2020 2019 2020 2021 2022 2023 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 

8 

Cakupan laporan 

kependudukan dan 

keluarga melalui aplikasi 
SR BKKBN yang akurat 

dan tepat waktu 

                    

70,00  

- - 

80,00 90,00 100,00 100 Persen 

 

9 

Nilai Variabel Ibangga 

lingkup Ketahanan dan 

Kesejahteraan Keluarga 

N/A 

- - 

- 53,09 54,07 54,07 

Indeks  

10 

Nilai Variabel Ibangga 

lingkup Penyuluhan dan 

Penggerakan 

N/A 

- - 

- 48,13 48,58 48,58 

Indeks  
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VIII 

PENUTUP 

 
Demikianlah Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 - 2023 Dinas Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bandung yang sekaligus pula merupakan 

Rencana Strategis Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Bandung selama 5 (lima) tahun kedepan telah dapat disusun. 

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kota Bandung dalam menghadapi tantangan dan masalah 

pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang makin kompleks 

terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional. 

Perubahan Rencana Strategi DPPKB Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini diharapkan menjadi 

acuan bagi seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana di Kota Bandung dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan 

lainnya serta lembaga masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan 

upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 

Perubahan Rencana Strategis DPPKB Kota Bandung merupakan pedoman taktis strategis dalam 

penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di 

Kota Bandung yang akan dilaksanakan dalam perode tahun 2018 – 2023 . Strategi atau 

cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini berisikan 

tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan DPPKB Kota Bandung. 

Keberhasilan pencapaian visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sangat tergantung pada faktor – faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi 

masyarakat dan lembaga pemerintah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan 

pengendalian pembangunan. 

 
Bandung, 7 Desember 2021 

 
 

KEPALA DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KELUARGA 

BERENCANA KOTA BANDUNG 
 

  
 

 

Drs. H.ANDRI DARUSMAN, M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19681115 198803 1 005
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                            LAMPIRAN TABEL IKK 
 

 
 

No. 

 

 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

 

 
Targe
t 
NSP
K 

 

 
Targe
t 
IKK 

 

Target 
Indikato

r 
Lainnya 

 
Target Renstra Perangkat 

Daerah Tahun ke- 

 

Realisasi Capaian Tahun ke- 

 

Rasio Capaian Pada Tahun 
ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

(1) 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)  IKK  0.36 0.35 0.34 0.33 0.32 0.36 0.35 0.34 - - 1 : 
1 

1 : 
1 

1 : 
1 

- - 

2 Total Fertility Rate (TFR)  IKK  1,94 1,93 1,92 1,91 1,90 1,94 1,93 1,92 - - 1 : 
1 

1 : 
1 

1 : 
1 

- - 

 
3 

Persentase DPPKB yang berperan 
aktif dalam pembangunan 
Daerah melalui Kampung KB 

  
IKK 

  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 - - 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

- - 

 
4 

Persentase DPPKB yang 
menyusun dan memanfaatkan 
Rancangan Induk Pengendalian 
Penduduk 

  
IKK 

  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 - - 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 
- - 

 
5 

Jumlah Kebijakan yang mengatur 
tentang pengendalian kuantitas dan 
kualitas penduduk 

  
IKK 

  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 - - 

 
1 : 
1 

 
1 : 
1 

 
1 : 
1 

- - 

 

 
6 

Jumlah sektor yang menyepakati dan 
memanfaatkan data profil (parameter 
dan proyeksi penduduk) untuk 
perencanaan dan pelaksanaan 

  

 
IKK 

  

 
37 

 

 
37 

 

 
37 

 

 
37 

 

 
37 

 

 
37 

 

 
37 

 

 
37 - - 

 

 
1 : 

1 

 

 
1 : 

1 

 

 
1 : 

1 

- - 

 

 
7 

 
Jumlah kerjasama penyelenggaraan 
pendidikan formal, non formal, dan 

informal yang melakukan pendidikan 
kependudukan 

  

 
IKK 

  

 
4 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
4 

 

 
5 

 

 
6 - - 

 

 
1 : 
1 

 

 
1 : 
1 

 

 
1 : 
1 

- - 

8 Rata-rata jumlah anak per keluarga  IKK  2 2 2 2 2 2 2 2 
- - 

1 : 
1 

1 : 
1 

1 : 
1 

- - 

9 Ratio Akseptor KB  IKK  72,50 73 73,5
0 

74 74,5
0 

72,50 73 73,5
0 

- - 
1 : 
1 

1 : 
1 

1 : 
1 

- - 

 

10 
Angka Pemakaian 
Kontrasepsi/CPR bagi perempuan 

menikah usia 15-49 tahun 

  

IKK 
  

72,50 
 

73 
 

73,5
0 

 

74 
 

74,5
0 

 

72,50 
 

73 
 

73,5
0 

- - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 
            

  
   

- - 
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No. 

 

 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

 

 
Targe
t 

NSP
K 

 

 
Targe
t 

IKK 

 

Target 
Indikat

or 
Lainnya 

 
Target Renstra Perangkat 

Daerah Tahun ke- 

 

Realisasi Capaian Tahun ke- 

 

Rasio Capaian Pada Tahun 

ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

12 
Cakupan Pasangan Usia Subur 
(PUS) yang istrinya dibawah usia 20 
tahun 

 
IKK 

 
20 19.5 19 18.5 18 20 19.5 19 

- - 
1 : 
1 

1 : 
1 

1 : 
1 - - 

 
13 

 
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) 

yang ingin ber-KB tidak terpenuhi 
(unmeet need) 

  
IKK 

  
14.8 

 
14.7 

 
14.6 

 
14.5 

 
14.4 

 
14.8 

 
14.7 

 
14.6 - - 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

- - 

 

14 
Persentase Penggunaan Kontrasepsi 
Jangka Panjang (MKJP) 

  

IKK 
  

41 
 

41.5 
 

42 
 

42.5 
 

43 
 

41 
 

41.5 
 

42 - - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 

15 
Persentase tingkat 
keberlangsungan pemakaian 
kontrasepsi 

  

IKK 
  

72.5 
 

73 
 

73.5 
 

74 
 

74.5 
 

72.5 
 

73 
 

73.5 - - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 

16 
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita 

(BKB) ber-KB 

  

IKK 
  

59 
 

61 
 

63 
 

65 
 

67 
 

59 
 

61 
 

63 - - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 

17 
Cakupan anggota Bina Keluarga 

Remaja (BKR) ber-KB 

  

IKK 
  

51.95 
52.
0 

52.5
0 

53.
0 

53.5
0 

 

51.9
5 

52.
0 

52.5
0 

- - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 

18 
Cakupan anggota Bina Keluarga 

Lansia (BKL) ber-KB 

  

IKK 
  

34 
 

36 
 

38 
 

40 
 

42 
 

34 
 

36 
 

38 - - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 

20 
Cakupan Remaja dalam Pusat 

Informasi dan Konseling 
Remaja/Mahasiswa 

  

IKK 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 - - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 
 
21 

Cakupan PKB/PLKB yang 
didayagunakan DPPKB untuk 
perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan daerah di bidang 

pengendalian penduduk 

  
 

IKK 

  
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 - - 

 
 

1 : 
1 

 
 

1 : 
1 

 
 

1 : 
1 

- - 

 
22 

Cakupan PUS peserta KB anggota 
Usaha Peningkatan Pendapatan 
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-

KB mandiri 

  
IKK 

  
71 

 
73 

 
75 

 
77 

 
80 

 
71 

 
73 

 
75 - - 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 
- - 
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No. 

 

 
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan 

Fungsi Perangkat Daerah 

 

 
Targe

t 
NSP
K 

 

 
Targe

t 
IKK 

 

Target 
Indikato

r 
Lainnya 

 
Target Renstra Perangkat 

Daerah Tahun ke- 

 

Realisasi Capaian Tahun ke- 

 

Rasio Capaian Pada Tahun 
ke- 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

23 
Rasio petugas Pembantu Pembina 
KB Desa (PPKBD) setiap 
desa/kelurahan 

  

IKK 
  

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 - - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 
24 

Cakupan ketersediaan dan 
distribusi alat dan obat konstrasepsi 
untuk memenuhi permintaan 
masyarakat 

  
IKK 

  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 - - 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 
- - 

 
 

25 

 

Persentase Faskes dan jejaringnya (di 
seluruh tingkatan wilayah) yang 
bekerjasama dengan BPJS dan 

memberikan pelayanan KBKR sesuai 
dengan standarisasi pelayanan 

  
 

IKK 

  
 

83 

 
 

84 

 
 

85 

 
 

86 

 
 

87 

 
 

83 

 
 

84 

 
 

85 - - 

 
 

1 : 
1 

 
 

1 : 
1 

 
 

1 : 
1 

- - 

 

26 
Cakupan penyediaan Informasi Data 
Mikro Keluarga di setiap desa 

  

IKK 
  

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 - - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 

27 
Persentase remaja yang terkena 
Infeksi Menular Seksual (IMS) 

  

IKK 
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

 

1 : 
1 

- - 

 
28 

Cakupan kelompok kegiatan yang 
melakukan pembinaan keluarga 
melalui 8 fungsi keluarga 

  
IKK 

  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 - - 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

 
1 : 

1 

- - 

 
 
29 

Cakupan keluarga yang mempunyai 
balita dan anak yang memahami dan 
melaksanakan pengasuhan dan 
pembinaan tumbuh kembang anak 

  
 

IKK 

  
 

86 

 
 

87 

 
 

88 

 
 

89 

 
 

90 

 
 

86 

 
 

87 

 
 

88 - - 

 
 

1 : 
1 

 
 

1 : 
1 

 
 

1 : 
1 

- - 

30 Rata-rata usia kawin pertama wanita  IKK  20 20 21 21 21 20 20 21 
- - 

1 : 
1 

1 : 
1 

1 : 
1 

- - 

 
 
31 

Persentase Pembiayaan Program 
Kependudukan, Keluarga Berencana 

dan Pembangunan Keluarga melalui 
APBD dab APBDes 

  
 

IKK 

  
 

0,35 

 
 
0,40 

 
 
0,45 

 
 
0,47 

 
 

0,50 

 
 

0,35 

 
 
0,40 

 
 
0,45 - - 

 
 

1 : 

1 

 
 

1 : 

1 

 
 
1 : 

1 

- - 
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Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKB Kota Bandung yang 

mendukung pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota 

Bandung Tahun 2018-2023 di atas,  dapat dijelaskan beberapa indikator yang menjadi 

indikator kinerja utama (IKU) DPPKB, seperti yang  tergambarkan pada table berikut: 

Tabel 4.7 
Indikator Kinerja tama (IKU) Perubahan dan 

Formulasi Pengukuran IKU DPPKB Kota 
Bandung  

Tahun 2018 - 2023 
 

NO SASARAN INDIKATOR 
KINERJA 

FORMULASI PENGUKURAN KETERANGA

N 

1 

 
Meningka
tnya  
Pengendalia
n Penduduk 
dan kualitas 
Keluarga 

Cakupan 
Kampung 
Keluarga 
Berkualitas 
Paripurna, 
Mandiri, dan 
Berkembang 

=  Jumlah Kampung KB (Paripurna, 

Mandiri dan Berkembang)  x 100% 

Jumlah Kampung KB 
 

 

Total 
Fertility 
Rate (TFR) 
Maksimum 

 

 

2 Meningkat
nya 
ketahanan 
keluarga 

Indeks 
Pembangun
an 
Keluarga 
(Ibangga) 

Terdapat 3 dimensi, 11 Indikator 
dan 17 variabel iBangga yang 

terdiri atas sebagai berikut : 
Dimensi Ketentraman : 

1. Kegiatan Ibadah 
2. Legalitas keluarga 
3. Jaminan kesehatan 
4. Keharmonisan Keluarga 

Dimensi Kemandirian : 
5. Pemenuhan kebutuhan 

dasar 
6. Jaminan keuangan 
7. Keberlangsungan 

pendidikan 
8. Kesehatan keluarga 
9. Akses Media Online 

Dimensi Kebahagiaan : 
10. Interaksi Keluarga 
11. Interaksi Sosial 
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Berdasarkan beberapa uraian dan penjelasan terkait Tujuan, Sasaran dan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) DPPKB tahun 2018-2023, diperlukan penentuan target atas 

indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui 

tingkat ketercapaian atas kinerja yang dihasilkan oleh DPPKB setiap tahunnya 

dalam periode 5 tahun. Data target indikator kinerja tujuan dan sasaran DPPKB 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.8 

Target Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja tama (IKU) DPPKB Kota Bandung 
tahun 2020-2023 

 

 
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET FORMULASI PENGUKURAN 

2020 2021 2022 2023  

1 Membangun 

Masyarakat 

Kota Bandung 

yang Mandiri 

dengan 

Jaminan 

Pendidikan, 

Kesehatan dan 

Sosial Budaya 

yang Bermutu, 

Adil, dan 

Merata 

Berdasarkan 

Nilai Agama 

Meningka

tnya  

Pengend

alian 

Pendud

uk dan 

kualitas 

Keluarg

a 

Cakupan 

Kampung 

Keluarga 

Berkualitas 

Paripurna, 

Mandiri, dan 

Berkembang 

33.33 35.38 38.10 39.68 =  Jumlah Kampung KB 

(Paripurna, Mandiri dan 

Berkembang)  x 100% 

Jumlah Kampung KB 
 

Total Fertility 

Rate (TFR) 

Maksimum 

1.97 2.00 2.00 2.00 

 

Meningkatny

a ketahanan 

keluarga 

Indeks 

Pembangunan 

Keluarga 

(Ibangga) 

NA - 55.84 56.84 Terdapat 3 dimensi, 11 
Indikator dan 17 variabel 
iBangga yang terdiri atas 
sebagai berikut : 
Dimensi Ketentraman : 

1. Kegiatan Ibadah 
2. Legalitas keluarga 
3. Jaminan kesehatan 

4. Keharmonisan 
Keluarga 

Dimensi Kemandirian : 
5. Pemenuhan 

kebutuhan dasar 
6. Jaminan keuangan 
7. Keberlangsungan 

pendidikan 
8. Kesehatan keluarga 
9. Akses Media Online 

Dimensi Kebahagiaan : 
10. Interaksi Keluarga 

11. Interaksi Sosial 

 

 


